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ABSTRAK

Ika Wulandari, 200202110064, 2024, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai
Sumber Daya Alam Perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali, Skripsi,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi
Fidhayanti S.HI.,M.H.

Kata Kunci : Nikel; Sumber Daya Alam; Maslahah

Nikel merupakan pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang
telah menciptakan dinamika kompleks. Untuk meningkatkan kualitasnya, Indonesia
menerapkan kebijakan Hilirisasi Nikel dengan melarang ada nya Ekspor Mineral Mentah
sejak tahun 2020, Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.
Implikasi nya, Indonesia digugat oleh Uni Eropa melalui World Trade Organization
(WTO) karena dianggap melanggar prinsip kuantitatif dalam perjanjian perdagangan
Internasional pasal X1.1 General Agreement On Tariffs and Trades (GATT) Tahun 1994.
Sebagaimana dalam putusan panel oleh WTO Nomor WT/DS592/R Tahun 2022,
Indonesia dinyatakan kalah. Sejatinya, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel berlandaskan
pasal 33 Ayat 3 Hukum Konstitusi, bahwa Sumber Daya Alam dikuasai oleh Negara dan
tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan.

Terdapat dua fokus permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, terkait
pembatasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994 Tentang Pengesahaan Persetujuan Pembentukan Perdagangan
Internasional. Kedua, terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber
Daya Alam ditinjau dari maslahah perspektif Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan vyaitu
primer,sekunder dan tersier. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum melalui
studi kepustakaan dan internet serta dianalisis menggunakan metode penalaran
deduktif dan deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sejatinya tidak
melanggar prinsip pembatasan kuantitatif dalam perdagangan Internasional.
Faktanya, Indonesia tidak membatasi jumlah kouta ekspor Nikel. Pembatasan
yang dilakukan lebih mengarah terhadap kualitas Nikel melalui proses hilirisasi.
Kedua, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan langkah guna
menghilangkan kesulitan dan mempermudah urusan manusia sebagaimana konsep
dalam maslahah hajiyat.
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ABSTRACT

Ika Wulandari, 200202110064, 2024, Policy Prohibiting Nickel Exports as a
Natural Resource Maslahah Imam Al-Ghazali Perspective, Thesis, Sharia
Economic Law Study Program, Faculty Of Sharia State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dwi Fidhayanti S.HI.,M.H.

Keywords: Nickel; Natural resources; Maslahah

Nickel is the main pillar of Indonesia's economic development and has
created complex dynamics. To improve quality, Indonesia implemented a Nickel
Downstreaming policy by prohibiting exports of raw minerals from 2020 as
mandated in Law Number 3 of 2020, Amendment to Law Number 4 of 2009
concerning Minerals and Coal. The implication is that Indonesia was sued by the
European Union through the World Trade Organization (WTO) because it was
deemed to have violated the quantitative principle in the international trade
agreement article X1.1 of the 1994 General Agreement on Tariffs and Trades
(GATT). /R In 2022, Indonesia will be declared defeated. In fact, the Nickel
Export Prohibition Policy is based on Article 33 Paragraph 3 of the Constitutional
Law, that Natural Resources are controlled by the State and the aim of Islamic law
is benefit.

There are two focus problems in this research. First, regarding the
restrictions contained in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal
Mining and Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of Agreements for the
Establishment of International Trade. Second, regarding the policy of prohibiting
nickel exports as a natural resource, viewed from Imam Al-Ghazali's perspective.

This research is normative juridical research with a statutory approach.
There are three legal materials used, namely primary, secondary and tertiary.
Techniques for collecting legal materials through library and internet studies and
analyzed using deductive and descriptive reasoning methods.

The results of this research show that Indonesia does not actually violate
the principle of quantitative restrictions in international trade. In fact, Indonesia
does not limit the amount of Nickel export quota. The restrictions implemented
are more directed towards the quality of Nickel through the downstream process.
Second, the Nickel Export Prohibition Policy is a step to eliminate difficulties and
simplify human affairs as per the concept in maslahah hajiyat.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam

(SDA) mulai dari wilayah darat sampai dengan laut. Sumber Daya Alam
merupakan Kekayaan Negara, oleh karena itu Negara memiliki kewenangan
untuk menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam guna kesejahteraan
Warga Negara." Ditegaskan dalam amanat pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”® Hal ini selaras
dengan konsep Negara kesejahteraan welfare state bahwa pemerintah dianggap
memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara

nya.

Selain Hukum Konstitusi, Al-Quran Surat Al -Bagarah ayat 29 pun
menegaskan Sumber Daya Alam dimanfaatkan untuk kemakmuran umatnya.
Bumi dan seisinya diciptakan Allah untuk manusia (Surat Al-Bagarah:29).
Sejalan dengan salah satu tujuan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan
umum yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sejatinya, sumber Hukum Islam maupun Hukum Konstitusi telah menegaskan

' Ahmad Nugraha Abrar, “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban

Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” Dharmasisya Vol.2 No.l
(2022): 13.
? Pasal 33 Ayat 3 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (t.t.).



kemakmuran rakyat adalah hal yang harus dicapai. Oleh karena itu, Kebijakan
Larangan Ekspor Nikel diterapkan guna meningkatkan kemakmuran dengan
cara mendorong hilirisasi nikel. Harapannya, dapat membuka lapangan kerja

dan meningkatkan nilai tambah pendapatan negara.?

Salah satu kekayaan alam yang menjadi pilar utama dalam
pembangunan ekonomi Indonesia adalah mineral. Mineral tidak hanya menjadi
sumber daya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar dalam
meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor
4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dideskripsikan
bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terdapat di alam, yang
mempunyai sifat fisika dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur
atau kombinasinya sehingga membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas

maupun padat.*

Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam Mineral yang
signifikan. Sumber Daya Mineral yang dimiliki antara lain nikel, emas, bauksit
dan perak. Sebagaimana Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2021
menunjukkan, Jumlah produksi bauksit, sebagai salah satu mineral yang
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, produksi

bauksit mencapai 16.592.187,00, yang kemudian meningkat menjadi

* Lovina Meyresta Wijaya, Muhammad Igbal Fasa, dan Suharto, “Etika Pengelolaan Sumber Daya
Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam,” Journal of Islamic Economics and Philanthropy
(JIEP) Vol 4 No.4 (2022), https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804.

* Pasal 1 Ayat 2 “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” (t.t.).



25.781.187,00 pada tahun 2021. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai
respons terhadap permintaan pasar atau efisiensi yang lebih baik dalam
kegiatan pertambangan. Begitu juga dengan bijih nikel, Produksi bijih Nikel
meningkat dari 60.948.143,00 pada tahun 2019 menjadi 65.509.854,00 pada
tahun 2022. Peningkatan ini dapat mencerminkan upaya untuk memenuhi
permintaan global akan nikel, serta potensi adanya investasi dan inovasi dalam

proses penambangan dan pengolahan.®

Berbicara tentang Nikel, Indonesia dikenal sebagai salah satu
produsen Nikel terkemuka di dunia. Indonesia memiliki peran penting dalam
menyumbang pasokan Nikel di dunia. Berdasarkan informasi dari Data
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2022,
Cadangan Nikel Indonesia yang mencapai 72 ton memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap total cadangan Nikel di dunia, yang sejumlah 139.419.000
ton Ni. Cadangan Nikel Indonesia mencakup sekitar 52% dari total cadangan
Nikel global. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam pasar
Nikel dunia dan potensinya untuk memengaruhi dinamika pasokan dan harga
Nikel. Sedangkan untuk total biji Nikel secara keseluruhan mencapai 8,26
miliar ton dengan kadar 1%-2,5%. Data tersebut terdiri dari dua kadar yaitu

kadar yang kurang dari 1/7 % dengan jumlah 4,33 miliar ton, dan kadar yang

® Badan Pusat Statistik, “Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021,” 2023, diakses 10
Agustus 2023, https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html.



lebih dari 1,7% ton sejumlah 3,93 miliar ton.® Dengan demikian, Indonesia
memiliki peluang yang besar untuk memainkan dunia industri khususnya Nikel

global guna meraih tujuan Indonesia.

Nikel memiliki kualitas yang unggul, salah satu sifat Nikel yaitu tahan
lama, elastis dan juga tahan karat. Oleh karena itu, Nikel sangat unggul sebagai
bahan pembuatan peralatan stainless steel. Tambahan pula, sifat Nikel yang
mudah dibentuk menjadi pilihan utama dalam industri. Sejalan dengan
keunggulan tersebut, pemanfaatan Nikel dianggap sangat menguntungkan
negara, Indonesia sangat aktif dalam melakukan kegiatan ekspor bijih Nikel
(mineral mentah) ke berbagai negara Tiongkok, Jepang, Eropa dan Amerika
Serikat.” Secara tidak langsung, Indonesia tidak hanya memasok barang
mentah Nikel ke pasar Internasional, tapi turut serta dan memiliki peran

penting dalam perdagangan Internasional.

Kualitas Nikel yang unggul ini, memberikan peluang besar kepada
Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Negara. Salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah yaitu dengan menghentikan ekspor mineral mentah, jenis
nikel dan melakukan kegiatan hilirisasi pertambangan. Kebijakan Larangan
Ekspor Mineral Mentah, salah satunya Nikel diatur dalam Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun

® Khairul Anam, “26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia”, CNBC Indonesia, 13
Juli 2023, diakses pada 12 Agustus 2023,” CNBC Indonesia, 26% Cadangan Nikel di Dunia
Berasal Dari Indonesia (blog), 13 Juli 2023,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713094715-4-453887/beneran-kaya-26-cadangan-
nikel-dunia-berasal-dari-indonesia.

’ Dr Atik Krustiyati, “Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia
dan Uni Eropa,” 30 Maret 2023, 129.



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagaimana aturan
tersebut pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan pertambangan untuk
mengelola hasil tambang di dalam negeri serta melakukan pemurnian hasil
tambang dan melarang ekspor raw material (bahan mentah) atau bisa disebut
dengan hilirisasi. Hilirisasi merupakan salah satu langkah yang diambil
pemerintah guna meningkatkan ekonomi dalam negeri.® Selain itu, diatur
dalam Peraturan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun
2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pegusahaan Pertambangan Mineral
Dan Batubara. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan menerapkan
kebijakan tersebut, diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian
negara. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai produk Nikel,
menciptakan peluang kerja serta mengurangi ketergantungan atas ekspor

mineral mentah dan menjaga keseimbangan Sumber Daya Alam.

Munculnya Kebijakan Larangan Ekspor Nikel tidak terlepas dari
tantangan ekonomi serta pemanfaatan Sumber Daya Alam yang belum optimal.
Pemanfaatan Nikel dalam negeri yang masih dalam bentuk mentah atau biasa
disebut dengan bijih nikel tergolong masih sangat rendah. Namun, bijih nikel
tersebut di ekspor ke Negara konsumen. Faktanya, Indonesia harus mengimpor

kebutuhan industri seperti stainless ( alat rumah tangga ) dari negara lain,

®Dicky Dwi Radhica dan Raden Ambara Arya Wibisana, “Proteksionisme Nikel Indonesia dalam
Perdagangan Dunia” 7 (2023): 75-76.



padahal bahan baku utama stainless steel berasal dari Indonesia.Oleh karena
itu, dalam pidato singkatnya Presiden Joko Widodo menegaskan tujuan
larangan ekspor mineral mentah yaitu guna meningkatkan roda perekonomian
dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD

NRI Tahun 1945.

Implikasi diterapkan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel, Indonesia
Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai negara konsumen Nikel salah
satunya Uni Eropa. Pada tahun 2021 Uni Eropa mengambil langkah serius
dengan mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui World Trade
Organization (WTO). Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia didasarkan
Kebijakan Larangan Ekspor Nikel dianggap melanggar perjanjian dalam
perdagangan Internasional. Adapun pasal yang dianggap dilanggar Indonesia
yaitu pasal XI Ayat 1 General Agreement On Tariffs and Trades (GATT)
Tahun 1994, yang menegaskan bahwa setiap anggota WTO dilarangan untuk

membatasi kegiatan ekspor suatu produk kecuali tarif, pajak dan bea lain.’

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) sejak tahun 1995,
Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi peraturan General Agreement
on Tariffs and Trades (GATT) Tahun 1994 perubahan atas GATT Tahun 1944,
Peraturan tersebut diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

° Abrar, “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan Dan
Pemurnian Mineral Dan Batubara Di Indonesia,” 20.



Organizaton (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).*
Sebagaimana dalam Putusan Panel Oleh WTO Nomor WT/DS592/R Pada
tanggal 30 November 2022 Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan yang
diajukan oleh Uni Eropa. Sebagaimana dalam putusan tersebut, Indonesia
dianggap melanggar Pasal X1.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi
menggunakan pasal XI1.2 GATT 1994. Selanjutnya, panel merekomendasikan
untuk Indonesia menyesuaikan tindakannya berdasarkan GATT 1994."
Sejatinya, putusan panel tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
apabila salah satu pihak menolak putusan panel tersebut maka putusannya

dianggap dianggap tidak berguna.*

Disisi lain, salah satu tujuan hukum Islam yang dikenal dengan
Magashid Syariah adalah meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.
Sejatinya, jika melihat dari latar belakang munculnya Kebijakan Larangan
Ekspor Nikel, pemerintah sangat memperhatikan kemaslahatan umum. Islam
pun menegaskan dan memberikan dorongan penuh terhadap kebijakan yang
memberikan manfaat luas kepada masyarakatnya. Hal ini selaras dengan

kaidah figh:

el s e Ewiss

10 Nisya Nursyabani dan Dr Irawati, “Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa
dalam Kasus Larangan Ekpor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT -
WTO)” 3, no. 1 (2023).

" “Indonesia — Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel WT/DS592/R,” Pub. L.
No. World Trade Organization (WTO), (22-8906) (2022).

? Muhammad Ilham, “Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization Dalam
Penyelesaian Sengketa Dagang dan Impleme ntasinya (Studi Kasus Sengketa DS-592- Measures
Relating To Raw Materials)” (Jambi, Universitas Jambi, 2023), 55.



“Menolak kemafsadatan didahulukam daripada meraih kemaslahatan™
Dalam kaidah tersebut menegaskan, apabila terdapat dua pilihan antara
menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan harus didahulukan menolak
kemafsadatan. Sesungguhnya, dengan menolak kemafsadatan terlebih dahulu
akan mendatangkan kemaslahatan.”® Adapun maksud dari kaidah figh diatas
menegaskan bahwa menghindari kerusakan memiliki prioritas yang lebih tinggi
daripada mencapai manfaat atau kebaikan.

Berdasarkan prinsip tersebut, jika dikaitkan dengan Kebijakan
Larangan Ekspor Nikel ditujukan guna melindungi kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat. Adapun mafsadat yang dikhawatirkan adalah
adanya Depleksi Sumber Daya Alam; eksploitasi Sumber Daya Alam serta
guna mengurangi ketergantungan pada Ekspor Bahan Mentah. Sesungguhnya,
Kebijakan Larangan Ekspor Nikel (Mineral Raw) merupakan suatu upaya
preventif guna menjaga cadangan nikel Indonesia.

Begitu pula permasalahan yang terjadi mengenai Kebijakan Larangan

Ekspor Nikel di Indonesia, dapat dikaitkan pula dengan kaidah figh :

asliadlly, byl a9 e ol Y1 Dot

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan

kemaslahatan **.

BA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 164.
' Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah ( Kaidah-Kaidah Figh) (Palembang: Noerfikri, 2018),
110.



Sebagaimana kaidah figh diatas, bahwa seorang pemimpin dalam mengambil
kebijakan wajib memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu,
pemerintah selaku penentu kebijakan tetap mempertahankan gagasannya untuk

tetap melaksanakan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia.

Berdasarkan argumen diatas penelitian dengan judul “Kebijakan
Larangan Ekspor Nikel Sebagai Bentuk Sumber Daya Alam Perspektif

Maslahah Imam Al-Ghazali” menemukan titik urgensinya.

B. Batasan Masalah
Agar penelitian lebih terfokus dalam pembahasan, maka skripsi ini

membataskan ruang lingkup penelitian kepada Kebijakan Larangan Ekspor

Nikel dalam perspektif Maslahah menurut Imam Al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia)?

2. Bagaimana Kebijakan Larangan Ekspor Nikel sebagai Sumber Daya Alam

di Indonesia perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali?

D. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishinh The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).
2. Mendeskripsikan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel sebagai Sumber Daya

Alam di Indonesia perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan pihak-pihak
seperti pembaca dan pihak yang berkaitan dengan keilmuwan hukum
secara umum khususnya dalam hukum pertambangan mineral
batubara, Nikel.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan apabila terdapat
permasalahan yang berkenaan dengan Kebijakan Larangan Ekspor
Nikel ataupun mineral mentah lainnya.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada masyarakat
terkait bentuk Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia.
b. Hasil penelitian dapat menambah referensi bagi penelitian
berikutnya dan perpustakaan untuk mahasiswa UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional
1. Nikel

Nikel merupakan unsur logam yang terbentuk secara alami. Ciri-

ciri nikel yaitu mengilap dan memiliki warna putih keperak-perakan. Nikel

10



merupakan Sumber Daya Alam yang paling banyak ditemukan dikerak
bumi. Selain itu, Nikel menempati peringkat kedua sebagai logam yang
terkandung di inti bumi setelah besi. Kandungan dalam nikel berupa
senyawa sulfida oksida (bijih sulfida magmatik/magmatic sulfide ore) atau
senyawa oksida (biji lateritik). Sumber Daya Nikel di Dunia sebesar 60%
berbentuk laterit sedangkan 40% nya berbentuk endapan sulfida. *

Nikel merupakan salah satu elemen yang bersifat fefomagnetik
pada suhu normal. Empat elemen yang dimaksud adalah nikel, besi, kobalt
dan gadolinium. Nikel dapat dimanfaatkan sebagai bahan kimia khusus,
seperti katalis untuk hidrogenasi. *°

2. Maslahah

Maslahah secara bahasa artinya manfaat yaitu sesuatu yang
memberikan guna ataupun faedah. Kata Maslahah diambil dari kata
Shalaha yang artinya baik. Kata Maslahah digunakan untuk menunjukkan
benda ataupun keadaan yang terjadi yang dipandang baik. Maslahah
terbagi menjadi 3 kategori yaitu Maslahah Dlaruriyyah (Kepentingan
primer); maslahah Hajjiyah (kepentingan sekunder) dan maslahah

tahsiniyyah (kepentingan pelengkap).”’Sedangkan, secara bahasa kata

 Irwandy Arif, Nikel Indonesia, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2022), 1.

'*Sekolah Tinggi Komputer dan Elektronika, ““Nikel,”” Ensiklopedia Dunia, Nikel (blog), Maret
2022, diakses 10 September 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nikel#cite_note-11.

' Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah) (Malang: UIN MALIKI
PRESS, 2010), 184-85.
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Mursalah artinya manfaat yang terlepas. Bahwasanya manfaat atau faedah

tersebut tidak disebutkan atau dijelaskan dalam nash secara langsung.*®

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih membahas mengenai
doktrin-doktrin ataupun asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap
asas-asas hukum merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan
asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku atau biasa disebut
dengan penelitian doktrinal (Doktrinal research).”

Penelitian penulis dapat dikatakan hukum normatif jenis penelitian
terhadap asas-asas/norma hukum karena memuat objek kajian berupa
norma hukum yang dikaji dari aturan-aturan mengenai Larangan Ekspor
yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomro 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan
Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization

(Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).

® Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan
Pembaharuan Hukum Islam) (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.
¥ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 89.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan
perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach)
dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang yang berkaitan
dengan objek penelitian yaitu mengenai Nikel).*® Dalam penelitian ini,
pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomro 17 Tahun
2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Perdagangan Dunia).
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan
tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai
otoritas (Autoritatif). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan
perundang-undangan; catatan resmi atau risalah kajian akademik

yang digunakan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-

%% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), 133.
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undangan dan putusan hakim.”* Dalam penelitian ini aturan
perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomro 17
Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan  Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia).
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang
hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.”* Publikasi tersebut
antara lain : Buku yang menceritakan suatu permasalahan hukum
termasuk skripsi, Kitab Al-Mustashfha karya Imam Al-Ghazali;
tesis disertasi hukum; kamus hukum; dan jurnal hukum tentang
Kebijakan Larangan Ekspor Nikel.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (pendukung) yang digunakan dalam
penelitian ini berupa berita; kamus hukum; Data Pusat Statistik;

kamus besar bahasa Indonesia; ensiklopedia dan lain-lain.

?! Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 133.

2 Ali, 48.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Berdasarkan penelitian penulis, teknik pengumpulan bahan hukum ada
dua, yaitu :
a. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan
mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang
berkaitan dengan tema penelitian “Larangan Ekspor Nikel”.
b. Internet
Teknik  pengumpulan bahan hukum vyang kedua yaitu
menggunakan fasilitas internet guna mengakses website serta

jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online.

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan
hukum dengan cara mengkaji; menelaah peraturan perundang-undangan,
buku-buku hukum, Al-Quran; Kitab dan hadist dari berbagai buku islam

khususnya ushul figh mengenai maslahah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, penelitian diolah menggunakan penalaran
deduktif terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan secara
sistematis yaitu melakukan seleksi terhadap bahan-bahan hukum yang
telah dikumpulkan. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode
deskriptif yaitu dengan menguraikan kebijakan pemerintah mengenai

Larangan Ekspor Nikel.

15



H. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan

oleh peneliti sebelum penulis. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu yakni
sebagai acuan dalam penelitian dengan melihat perbedaan dan kesamaan antara
penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian sebelumnya telah dilakukan
berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan,
penulis mengambil beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam jenis
permasalahan dan pembahasan dengan tujuan membuktikan bahwa penelitian
ini belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis menemukan
beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan di teliti,

yaitu:

1. Skripsi oleh Nandito Aurellio Panjidinata Fakultas Hukum Universitas
Mataram 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan
Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade
Organization (WTO)”.” Penelitian tersebut menggunakan penelitian
hukum normatif dengan sumber bahan primer, sekunder dan tersier.
Teknik pengumpulan data menggunakan library researc. Berdasarkan
penelitian tersebut, terdapat dua hasil pembahasan antara lain, faktor
Larangan Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa disebabkan
cadangan nikel dinegara Indonesia menipis; faktor hilirisasi

pertambangan; peningkatan Pembangunan Nasional; kepentingan Nasional

# Nandito Aurellio Panjidinata, “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh
Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)” (Mataram, Universitas
Mataram, 2023),
http://eprints.unram.ac.id/38691/2/Jurnal%20IImiah_Nandito%20Aurellio%20Panjidinata_D1A01
9414 pdf.
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dan guna meningkatkan peluang lapangan pekerjaan. Kedua, Indonesia
terbukti melakukan pelarangan ekspor nikel yang bertentangan dengan
pasal XI Ayat 1 GATT 1944 dan tidak dapat dijustifikasi menggunakan
pasal XI ayat 2 (a) GATT 1944. Bahkan, larangan ekspor juga tidak sesuai
dengan Pasal XX ayat (d) GATT 1994 karena tidak diperlakukan untuk
mengamankan kepatuhan terhadap Undang-Undang atau peraturan yang
tidak bertentangan dengan GATT 1994.

Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Sejatinya,
dalam skripsi penulis lebih menekankan terhadap faktor-faktor yang
melatarbelakangi Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor
nikel. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mengupas mengenai
pembatasan nikel. Selanjutnya, dalam pokok pembahasan yang kedua
penulis menggunakan tinjauan dari aturan World Trade Organization
(WTO), sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan analisis
menggunakan perspektif maslahah Imam Al-Ghazali.

2. Skripsi oleh Nur Farra Ai'N Hassanah Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan
Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Pembatasan dan
Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian

Antara Indonesia dan Uni Eropa)”.*Jenis penelitian yang digunakan

* Nur Farra Ai'N Hassanah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait
Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian
Antara Indonesia dan Uni Eropa” (Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2021), https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925.
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adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan yaitu Data yang
bersumber dari hukum Islam dan data sekunder. Hasil penelitian dalam
skripsi tersebut bahwa hubungan negara Indonesia dengan Uni Eropa
sebatas perjanjian Internasional. Peluangnya, dapat meningkatkan
perekonomian namun tantangan dalam perdagangan Internasional dari
kedua negara ini terdapat dalam perbedaan mata uang. Selanjutnya,
sengketa kedua negara tersebut dilakukan melalui Dispute Settlement Body
(DSB) WTO.

Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian
penulis terdapat dalam objek pembahasan. Bahwasanya, penelitian
mengupas mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia
dengan mengkaji dalam aspek kemaslahatan masyarakat dan Sumber Daya
Alam.

Skripsi oleh Pingki Pratiwi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 yang berjudul “Environment
Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh

»2  Penelitian  tersebut

Perusahaan  Pertambangan di  Indonesia
menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan
pendekatan penelitian pengkajian peraturan perundang-undangan ( statute

approach). Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa asas kemanfaatan

hukum dalam pengelolaan bahan mentah nikel oleh perusahaan

% Pingki Pratiwi, “Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh
Perusahaan Pertambangan di Indonesia” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta,2023),
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI%20PRATIWI%20-
%20FSH.pdf.
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pertambangan dapat diterapkan secara optimal apabila menerapkan konsep
environment social governance dalam pengelolaannya. Selanjutnya,
implikasi dengan penerapan konsep environment social governance yaitu
dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pertambangan dan
menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perbedaan kedua penelitian terdapat dalam pokok pembahasan.
Bahwasanya dalam penelitian penulis mengkaji Mengenai peraturan
mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia dengan prinsip
maslahah.

Jurnal Penelitian oleh Ahmad Nugraha Abrar Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia Tahun 2022 yang berjudul “Politik Hukum
Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian
Mineral dan Batubara di Indonesia”.® Jurnal penelitian menggunakan
metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk teknik pengumpulan data
menggunakan library researc. Kesimpulan dari hasil penelitian dalam
jurnal tersebut bahwa aturan kebijakan mengenai pertambangan sudah ada
sejak zaman penjajahan Belanda yaitu Indischemijnwet staatblad (IMW)
pada tahun 1899 sampai dengan sekarang. Penelitian ini menunjukkan

bahwa terdapat masalah dalam pembangunan pengolahan dan pemurnian

* Ahmad Nugraha Abrar, “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban
Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia” (Jawa Barat, Universitas
Indonesia,2022),
https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=dharmasisya.
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oleh perusahaan tambang yang disebabkan oleh peraturan perundang-
undangan pertambangan karena belum terealisasi secara optimal.

Adapun perbedaan dalam jurnal penelitian dengan penelitian ini
terdapat dalam objek kajian nya. Dalam jurnal penelitian objek penelitian
lebih luas yaitu mineral mentah (emas, perak dan nikel). Sedangkan dalam
penelitian penulis lebih fokus terhadap satu objek yaitu nikel (bagian dari
mineral mentah).

5. Jurnal Penelitian oleh Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty dan Huala
Adol Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Tahun 2022 yang berjudul
“Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan
Internasional”.”’ Jurnal penelitian menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekuder.
Hasil penelitian dalam jurnal ini bahwa peraturan mengenai larangan
ekspor nikel di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip larangan restriksi
kuantitatif. Pelarangan ekspor biji nikel telah memenuhi kualifikasi dalam
analisis pasal XI.1 GATT vyang telah memberlakukan regulasi yang
memiliki dampak limitasi bagi ekspor.

Adapun perbedaan antara jurnal penelitian dengan penelitian
terdapat  dalam pokok pembahasan. Dalam jurnal penelitian ini
menganalisis pasal XI1.1 GATT mengenai restriksi kuantitatif dalam
penyelesaian sengketa di WTO. Sedangkan dalam penelitian penulis

pokok pembahasannya mengenai peraturan mengenai pembatasan antara

" Hanina Husin Hadad dan Huala Adol, “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara
Stabilitas  Perdagangan  Internasional,” Mimbar Hukum Vol 34.No 2 (2022),
https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip dalam

Perdagangan Internasional.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nandito
Aurellio
Panjidinata
/
Universitas
Mataram /
2023
“Analisis
Hukum
Terhadap
Pelarangan
Ekspor
Nikel Oleh
Indonesa
Ditinjau
dari
Peraturan
World
Trade
Organizatio
n (WTO)

1.Bagaiman
a kebijakan
Indonesia
dalam
pembatasan
dan
pelarangan
ekspor nikel
ke Uni
Eropa?

2.Bagaiman
a kebijakan
pelarangan
ekspor nikel
Indonesia
ke Uni
Eropa
menurut
ketentuan
World
Trade
Organizatio
n?

Terdapat dua hasil
dalam penelitian
tersebut yaitu
pertama mengenai
faktor-faktor yang
melatarbelakangi
Indonesia
mengeluarkan
kebijakan larangan
ekspor minerba
antara lain:
Hilirisasi
pertambangan;
peningkatan
pembangunan
nasional;
kepentingan
nasional dan
lapangan kerja.
Untuk hasil yang
kedua bahwa
negara aturan
mengenai larangan
ekspor yang diatur
dalam UU Nomor
3 Tahun 2020
tentang minerba
bertentangan
dengan aturan
WTO Pasal XI ayat
1 dan tidak dapat
dijustifikasi dalam
pasal X1 Ayat 2 (a)
dan larangan
ekspor juga tidak
sesuai dengan Pasal
XX ayat (d) GATT

Perbedaan
kedua
penelitian ini
terdapat dalam
pokok
pembahasan.
Dalam
penelitian
tersebut
menjelaskan
mengenai
faktor-faktor
larangan
ekspor nikel,
sedangkan
dalam
penelitian
penulis akan
menjabarkan
peraturan
pembatasan
kegiatan
Ekspor Nikel
beserta
regulasi yang
terkait. Dalam
penelitian ini
menggunakan
tinjauan
ketentuan dari
World Trade
Organization
sedangkan
dalam
penelitian
penulis
menganalisis

Penelitian ini
merupakan
pengembangan
dari skripsi
sebelumnya.
dengan
mengkaji
aturan/regulasi
mengenai
ekspor mineral
mentah jenis
nikel yang
terbaru.
Selanjutnya,
penulis akan
menggunakan
perspektif
Maslahah
Imam Al-
Ghazali terkait
Kebijakan
Larangan
Ekspor Nikel
di Indonesia.
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1994 karena tidak | kebijakan
diperlakukan untuk | dalam
mengamankan perspektif
kepatuhan terhadap | Maslahah
Undang-Undang Imam Al-
atau peraturan yang | Ghazali.
tidak bertentangan
dengan GATT
1994,
Nur Farra | 1. Dari hasil Perbedaan Penelitian ini
Ai'N Bagaimana | penelitian tersebut | penelitian merupakan
Hassanah / | hubungan dijelaskan bahwa tersebut pembaharuan
Universitas | antara hubungan antara dengan dari skripsi
Sumatera | Indonesia Indonesia dan Uni | penelitian sebelumnya.
Utara / 2021 | dan Uni Eropa sebatas penulis Penelitian ini
“Tinjauan | Eropa hubungan bilateral | terdapat dalam dilakukan
Yuridis dengan perdagangan objek setelah adanya
Perjanjian | adanya Internasional. pembahasan. putusan panel
Perdaganga | pembatasan | Dampak sengketa | Penelitian DSB WTO
n dan membuat hubungan | penulis lebih terkait
Internasiona | larangan antara kedua mengupas sengketa
| Terkait | ekspor oleh | negara tidak penerapan antara Uni
Pembatasan | WTO ? berjalan dengan kebijakan Eropa dengan
Larangan baik. Peluang larangan Indonesia.
Ekspor oleh | 2. dengan adanya ekspor nikel
World Bagaimana | perjanjian dengan melihat
Trade peluang dan | Internasional dapat | aspek
Organizatio | tantangan meningkatkan kemaslahatan
n (WTQO) | adanya ekonomi dan masyarakat
pembatasan | perdagangan. dan Sumber
ekspor nikel | Sedangkan, untuk | Daya Alam /
yg tantanganya yaitu kemaslahatan.
dilakukan adanya perbedaan
Indonesia mata uang dan juga
terhadap kurangnya
Uni Eropa ? | infrastuktur.
Selanjutnya,
3. penyelesaian
Bagaimana | sengketa dilakukan
penyelesaia | di DSB WTO.
n sengketa
perdaganga
n
Internasiona
| terkait
pembatasan
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nikel antara

Indonesia
dan Uni
Eropa
Pingki 1. Hasil penelitian Perbedaan Penelitian ini
Pratiwi / | Bagaimana | tersebut antara merupakan
UIN Syarif | Implementa | menunjukkan asas | penelitian pengembangan
Hidayatulla | si asas kemanfaatan tersebut dari skripsi
h Jakarta/ | kemanfaata | hukum terlaksana | dengan sebelumnya.
2022/ n hukum apabila perusahaan | penelitian ini Mengkaji
Environmen | pengelolaan | pertambangan terdapat dalam | aturan-aturan
t social nikel oleh mineral dan pokok mengenai
Governance | perusahaan | batubara pembahasan. larangan
Dalam pertambang | menerapkan Dalam ekspor nikel di
Implementa | an dalam konsep penelitian Negara
Si peraturan environment dalam | tersebut fokus Indonesia.
Pengelolaan | pertambang | pengelolaan nikel. | terhadap Selanjutnya,
Nikel oleh | an mineral | Dengan konsep pengelolaan akan mengkaji
Perusahaan | dan tersebut perusahaan | nikel dalam aspek
Pertambang | batubara di | pertambangan perusahaan kemaslahatan.
an di Indonesia? | mempertimbangka | pertambangan
Indonesia. n sosial dan tata dengan
2. Mengapa | kelola perusahaan. | menggunakan
regulasi Sedangkan alasan | prinsip
pertambang | regulasi kemanfaatan.
an mineral | pertambangan Sedangkan
dan minerba tidak dalam
batubara maksimal dalam penelitian ini,
tidak pengelolaannya fokus
maksimal disebabkan pembahasan
dalam pengawasan mengenai
melakukan | pemerintah kebijakan
pengelolaan | terhadap praktik larangan
nikel di pertambangan ekspor nikel di
Indonesia ? | belum optimal. Indonesia
Regulasi mengenai | dengan prinsip
pertambangan maslahah.
terkait nikel hanya
difokuskan
terhadap

pengelolaan nikel
guna menciptakan
pembangunan
Nasional yang
berkelanjutan.
Namun dalam
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aturan tidak
memperhatikan
permasalahan
sosial dan tata
kelola perusahaan.

Ahmad Bagaimana | kebijakan Perbedaan Pembaharuan
Nugraha perubahan | mengenai penelitian yang dilakukan
Abrar / paradigma | pertambangan dengan yaitu
Universitas | dan politik | sudah ada sejak | penelitian mengkaji
Indonesia / hukum zaman penjajahan | penulisterdapat | kebijakan
Tahun 2022 | peraturan | Belanda yaitu | dalam  objek | dengan
/ “Politik | pertambang | Indischemijnwet kajian nya. | menggunakan
Hukum an dalam | staatblad  (IMW) | Dalam jurnal | prespektif
Pertambang | pengelolaan | pada tahun 1899 | penelitian maslahah
an Dalam dan sampai dengan | objek
Pelaksanaan | pemurnian | sekarang. penelitian
Pengolahan | di Indonesia | Penelitian ini | lebih luas yaitu
dan ? menunjukkan mineral
Pemurnian bahwa terdapat | mentah ( emas,
Mineral dan masalah dalam | perak dan
Batubara di pembangunan nikel).
Indonesia” pengolahan dan | Sedangkan
pemurnian oleh | dalam
perusahaan penelitian
tambang yang | penulis lebih
disebabkan  oleh | fokus terhadap
peraturan satu objek
perundang- yaitu nikel
undangan (bagian  dari
pertambangan mineral
belum terealisasi | mentah).
secara optimal.
Hanina 1. Peraturan Perbedaan Penelitian ini
Husin Bagaimana | mengenai larangan | antara jurnal merupakan
Hadad, Penafsiran | ekspor nikel di | penelitian pengembangan
Helitha Pasal XI negara  Indonesia | dengan dari penelitian
Novianty | mengenai tidak sesuai dengan | penelitian terdahulu.
dan Huala | restriksi prinsip  larangan | penulis Letak pemb
Adolf/ kuantitatif restriksi kuantitatif. | terdapat dalam | aharuan akan
Universitas | dalam Namun pelarangan | pokok dilakukan
Padjajaran / | praktik ekspor biji nikel | pembahasan. dalam
2022/ penyelesaia | telah memenuhi | Dalam jurnal penganalisisan
“Larangan | nsengketa | kualifikasi dalam | penelitian ini peraturan
Ekspor Dispute analisis pasal XI.1 | menganalisis menteri
Bijih Nikel | Settlement | GATT vyang telah | pasal XI.1 megenai
Indonesia | Body memberlakukan GATT ekspor nikel di
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Antara (WTO) ? regulasi yang | mengenai negara

Stabilitas | 2. memiliki  dampak | restriksi Indonesia.
Perdaganga | Bagaimana | limitasi bagi | kuantitatif
n Kesesuaian | ekspor. dalam
Internasiona | Permen penyelesaian
l. ESDM sengketa di
11/2019 WTO.
dengan Sedangkan
pengecualia dalam
n prinsip penelitian
kuantitatif ? penulis pokok
pembahasanny
a mengenai
kebijakan
larangan

ekspor mineral
mentah (nikel)
yang akan
dikaji dengan
aturan
mengenai
larangan
ekspor nikel
dan hukum
islam

Berdasarkan lima penelitian tersebut, penelitian penulis dengan judul
“Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif
Maslahah Imam Al-Ghazali” merupakan penelitian yang menekankan
terhadap Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang dilakukan Indonesia. Dalam
penelitian ini, akan menjelaskan mengenai peraturan-peraturan maksud
pembatasan yang diterapkan Indonesia sebagaimana dalam amanat Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Selanjutnya kebijakan tersebut akan dikaji menggunakan perspektif maslahah.
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Sejatinya, yang menjadikan perbedaan antara lima penelitian terdahulu dengan
penelitian penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Bahwasanya, penulis
akan memadukan hukum positif dengan teori hukum islam yaitu Maslahah

Imam Al-Ghazali.

I. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian penulis yang berjudul “Kebijakan Larangan Ekspor Nikel

Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali” penulis
akan membagi dalam 4 sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini dimulai dari pendahuluan yang meliputi latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika
pembahasan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat kerangka teori yang memuat data yang akan dijelaskan
dalam pembahasan sesuai penelitian yang diambil yaitu Kebijakan Larangan
Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif Maslahah Imam Al-
Ghazali.

BAB Il HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan yang akan memaparkan dan menganalisis
data penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu akan menguraikan

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia beserta kebijakan/regulasi yang
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mengatur terkait aturan pembatasan tersebut, yang kedua akan menganalisis
kebijakan dalam perspektif Maslahah Imam Al-Ghazali.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil dari

pembahasan penelitian dan memberikan saran mengenai penelitian.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Larangan Ekspor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan
merupakan seluruh konsep/asas yang menjadi landasan dasar rencana dalam
pelaksanaan kegiatan atau bisa diartikan sebagai garis haluan. Sedangkan
menurut Carl Friedrich kebijakan merupakan suatu aktivitas yang mengarah
terhadap tujuan individu, kelompok ataupun pemerintahan dalam suatu lingkup
dengan adanya kendala-kendala sehingga mencari peluang guna mencapai
tujuan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah sangat berkaitan erat dengan masyarakat/publik. Oleh karena
itu kebijakan merupakan setiap keputusan dari administrasi publik, terkhusus
pemerintah yang memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat.
Kebijakan publik mengatur masalah bersama, pribadi ataupun golongan karena
sejatinya kebijakan publik ini lahir dilatarbelakangi dengan adanya isu
kebijakan (permasalahan).?®

Kebijakan memiliki nilai-nilai pokok yang harus terpenuhi yaitu;
kebijakan publik harus bersifat sederhana; bersifat cerdas; kebijakan harus
memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki
hari esok lebih baik lagi. Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara, Taufig Efendi yang menjabat pada tahun 2004-2009 menyatakan 3

*® Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: PT Elex Media
Komputindo, 2018), 4.
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nilai kebijakan yang sangat penting vyaitu kepentingan publik untuk
kepentingan publik, bukan kepentingan pemerintah, negara ataupun birokrasi
saja; kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait guna
melaksanakan kebijakan; dan yang terakir kebijakan publik harus mendorong
efisiensi dan efektivitas kehidupan bersama.”

Adapun yang dimaksud dengan larangan sebagaimana dalam KBBI
larangan merupakan suatu perintah yang melarang suatu kegiatan. Selanjutnya
pengertian ekspor vyaitu suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
Pabean atau bisa dipahami sebagai aktivitas barang dari dalam negeri ke luar
negeri.*® Daerah Pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi
darat, perairan, ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Ekslusif dan landas Kontinen. Kegiatan ekspor sangat berkaitan
dengan perdagangan Internasional terutama dalam perjanjian jual beli.*
Adapun ciri-ciri ekspor menurut Siswanto Sutojo yaitu:

1. Penjual (Eksportir) dan Pembeli (Importir) komoditas yang
akan diperjualbelikan dipisahkan oleh batas teritorial negara;

2. Perbedaan mata uang antara eksportir dan importir. Biasanya,
pembayaran transaksi menggunakan mata uang asing;

3. Hubungan antara eksportir dan importir tidak terlalu akrab,
pengetahuannya hanya mengenai kualifikasi mitra dagang serta

kemampuan membayar dan memasok komoditas;

** Nugroho, 5-6.

** Tri Sugiarti Ramadhan, Nanik Wahyuningtyas, dan M Mustagim, Unserstanding The Export
And Import Process (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

' Adrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya
Grup), 2014), 8.
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4. Terdapat beberapa perbedaan kebijaksanaan pemerintah antara
negara Eksportir dan importir di bidang perdagangan
Internasional; moneter; perpajakan; dan devisa;

5. Terdapat perbedaan kemampuan penguasaan teknik transaksi
perdagangan internasional seperti bahasa yang digunakan
antara eksportir dan importir.*

Berdasarkan definisi tersebut, Kebijakan Larangan Ekspor

merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan negara guna melarang

ekspor barang-barang ke luar negeri.

B. Nikel Sebagai Sumber Daya Alam
Nikel merupakan salah satu jenis mineral logam. mineral logam

merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menghantarkan

panas maupun arus listrik.** Ciri-ciri nikel yaitu warna menggilap dan berwarna

keperak-perakan. Nikel merupakan unsur logam yang terbentuk secara alami

yang ditemukan dalam kerak bumi.>* Sejatinya, Nikel merupakan mineral

logam yang sangat penting di Indonesia selain emas, perak, tembaga,timah dan
aluminium.

1. Sejarah Nikel di Indonesia

Nikel telah digunakan pada lebih dari 300.000 produk

industri, transportasi, militer, penerbangan ataupun arsitektur. Nikel

pertama kali ditemukan pada artefak sejarah berupa benda logam

lebih dari 2.000 tahun lalu. Nikel dikenal sebagai suatu unsur kimia

* sutedi, 11-12.
** Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.
** Arif, Nikel Indonesia, 48.
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yang terkandung dalam mineral niccolite (NiAs) oleh seorang ahli
kimia berkebangsaan Swedia, yang bernama Axel Frederick
Cronstedit pada tahun 1751. Kegunaan Nikel semakin berkembang,
pada tahun 1860 Nikel digunakan sebagai penanda uang Kkoin.
Sedangkan pada abad ke-19 Nikel digunakan dalam industri
pelapisan logam (plating) dan logam paduan seperti nickel silver.*

Adapun sejarah pertambangan Nikel di Indonesia telah ada
sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1901. Nikel di
Indonesia ditemukan pertama kali oleh Kryut seorang ahli
berkebangsaan Belanda. Kryut menemukan bijih nikel di
pegunungan Verbeek, Sulawesi. Penemuan bijih nikel yang kedua
yaitu pada tahun 1909 di wilayah Pomala, Kabupaten Kolaka,
Sulawesi Tenggara oleh E.C Abendanon yang merupakan ahli
geologi berkebangsaan Belanda. Sejak saat itu, terbukanya peluang
industri pertambangan di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan eksplorasi
mulai dilakukan pada tahun 1934 oleh perusahaan Boni Tolo
Maatschappij di wilayah Pomala, Pulau Maniang dan Pulau Lemo.
Perusahaan Poni Tolo melakukan proses produksi ke wliayah
Pomala sejak periode 1936-1941, sedangkan ekspansi ke pulau
Maniang pada periode 1942-1945.%

Beberapa tahun setelahnya, Perusahaan Internasional yang

berasal dari Amerika Serikat, Freeport Sulphur Company (FSC)

* Arif, 1-2.
% Arif, 4-5.
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ingin mengambil alih pertambangan Nikel yang ada di wilayah
Pomala. Namun kegiatan tersebut mengalami kegagalan dikarenakan
faktor keamanan. Selanjutnya, perusahaan tersebut dlikelola oleh
perusahaan Nasional yaitu NV Perto. NV Perto (Toraja Mining)
hanya mengekspor hasil timbunan persediaan bijih Nikel oleh
Belanda dan Jepang. Tak hanya itu, pada tahun 1959-1960 terdapat
pembukaan tambang baru di Pulau Maniang.*” Akan tetapi pada
tahun 1961 NV Perto pertambangan Toraja diambil alih oleh
pemerintah lalu membentuk PN Pertambangan Nikel Indonesia.
Sesungguhnya, kegiatan tersebut berlandaskan Undang-Undang
Nomor 37 Prp.Tahun 1960 tentang Pertambangan dan PP No0.39
Tahun 1960 yang menyatakan bahwa galian nikel termasuk mineral
strategis yang hanya dapat diusahakan oleh negara.*®
Produksi Nikel Indonesia

Indonesia dan Filipina merupakan negara pemasok Nikel
laterit terbesar di dunia. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi
pemasok utama nikel dunia dengan presentasi 34%. Akan tetapi,
pada tahun 2014 predikat tersebut diambil alih oleh Filipina
dikarenakan Indonesia pada tahun 2014 telah menerapkan kebijakan

Larangan Ekspor Mineral Mentah.*

* Arif, 5.
% Arif, 6.
% Arif, 60.
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Indonesia memasarkan empat produk Nikel yaitu :

Bijih Nikel (Nickel Ore)

Bijiih Nikel merupakan Nikel yang tidak melalui proses
pengolahan atau pemurnian terlebih dahulu sebelum
dipasarkan. Dapat dikatakan, bijih Nikel merupakan mineral
mentah.

. Nikel Matte (Nickel Matte)

Nikel Matte merupakan produk utama Indonesia yang
memberikan kontribusi terhadap kebutuhan Nikel dunia
sebesar 5%. Perusahaan pertambangan yang memproduksi
Nikel Matte yaitu PT Vale Indonesia, Tbk. Perusahaan
tersebut mempunyai pabrik pengolahan dan pemurnian bijih
nikel menjadi nikel matte di daerah Sorowako, Sulawesi
Selatan.

Feronikel (Feronickel)

Feronikel merupakan produk utama dari
pengolahan/pemurnian bijih nikel yang memiliki kadar tinggi
(saprolit) melalui proses pirometalurgi. Perusahaan
pertambangan yang memproduksi feronikel yaitu PT Aneka
Tambang.Thk dengan ketentuan kandungan nikel 20% dan
besi sebesar 80%. Feronikel dapat diproduksi dalam butiran

(shots) ataupun berbentuk batangan (ingots). Adapun

33



kegunaan feronikel biasanya sebagai bahan baku untuk
produksi baja nirkarat.
d. Nickel Pig Iron (NPI)

Nickel Pig Iron (NPI) merupakan bentuk feronikel yang

memiliki kandungan kadar rendah. NPl dikembangkan di

Tiongkok sebagai alternatif untuk bahan produksi baja tahan

karat yang lebih murah daripada nikel murni. Produksi NPI

menggunakan bijih nikel laterit.*

Bijih Nikel di Indonesia terdiri dari bijih Nikel saprolit dan
limonit. Bijih Nikel limonit merupakan bijih nikel laterit dengan
kadar rendah dan memiliki kandungan 0,8% - 1,5% nikel, 40-50%
besi, serta sedikit kobalt. Bijih nikel limonit diatas lapisan saprolit
sehingga lebih mudah untuk ditambang. Sedangkan, bijih saprolit
terletak di bawah zona limonit. Kandungan dari bijih limonit terdiri
dari nikel sebesar 1,5% - 3% serta digolongkan sebagai bijih laterit
kadar tinggi. **

Pemanfaatan Nikel di Indonesia

Hasil tambang bijih Nikel di Indonesia dimanfaatkan dengan
diolah menjadi logam Nikel murni ataupun produk smelter seperti
nikel matte, feronikel dan Nickel Pig Iron (NIP). Tiga produk
smelter ini harus terlebih dahulu dimurnikan sebelum digunakan

oleh industri. Nikel Matte dapat diolah menjadi baterai dan pelapisan

0 Arif, 61-62.
*L Arif, 70.
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logam, sedangkan feronikel dan NPI dapat digunakan sebagai
pembuatan baja tahan karat (stainless steel). Pada tahun 2015,
pemanfaatan Nikel sebagai baja tahan karat mencapai 68% dari
pemanfaatan Nikel. Nikel juga dapat digunakan untuk industri logam
paduan (alloys), pelapisan logam (plating), pengecoran (foundry),
serta dapat digunakan sebagai katalis dan bahan kimia yang
mengandung Nikel. *
Adapun pengertian Sumber Daya Alam menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, SDA merupakan potensi yang dimiliki alam yang dapat
dikembangkan untuk proses produksi. Sumber Daya Alam terbagi menjadi
dua yaitu Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat
diperbaharui.
Oleh karena itu, Nikel dikatakan sebagai Sumber Daya Alam tidak
terbaharukan dikarenakan nikel merupakan mineral yang dikonstuksikan

sebagai bahan anorganik yang terjadi secara alamiah.

C. Maslahah
Secara bahasa kata maslahah berarti manfaat yaitu sesuatu yang

memberikan faedah atau kegunaan yang bermanfaat. Kata maslahah berasal
dari kata shalaha yang berarti baik. Kata tersebut digunakan untuk menunjukan
benda,orang ataupun keadaan yang dipandang baik.

Menurut Imam Al Ghazali maslahah adalah upaya memelihara tujuan

hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

* Arif, 148.
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Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam disebut
maslahah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum
Islam tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan
menghindarkannya disebut maslahah.*
1. Biografi Imam Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad Bin
Muhammad bin Ahmad Ath-Thusi Al-Ghazali. Nama Ath-Thusi adalah
pengalamatan pada Tus yaitu sebuah kota yang berada di Khorasan.
Sedangkan, Al-Ghazali merupakan pengalamatan kepada pekerjaan
memintal (ghazl) benang wol, karena itu adalah profesi ayahnya.
Imam Al-Ghazali lahir di kota Tus pada tahun 405 H. Imam Al-
Ghazali memiliki beberapa karya seperti fikih, ushul fikih, pendidikan,
manthiq, dan filsafat. Adapun karya beliau dalam Ushul Figh antara lain :
1)Tahdzib Al-Ushul; 2) Asas Al-Qiyas; 3) Syifa® Al'-Alil fi Bayan Asy-
Syibh wa Al-Makhil wa Masalik Al-Ta'lil; 4) Al-Mustashfa, 5) Al-Maknun
fi “ilm Al-Ushul ; 6) Al-Ma’khad fi Al-Khilafiyat.**
2. Maslahah Menurut Imam Al-Ghazali
Pengertian Maslahah sebagaimana dalam kitab Al-Mustahsfa karya
Imam Al-Ghazali menjelaskan prinsip Maslahah bermakna mendatangkan
kemanfaatan atau menghalau madharat. Maslahah yang dimaksud yaitu

menjaga dan memelihara tujuan syara (magashid asy-syar'i). Tujuan

® Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan
Hukum 18 Nomor 1 (2020),
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750/.

* Imam Al-Ghazali, Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min llmi Al-Ushul (Jakarta
Timur: Pustaka Al -Kautsar, 2022), 3.
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syara’ bagi manusia adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang tujuannya menjaga
kelima hal tersebut dikatakan sebagai maslahah. Sedangkan, setiap perkara
yang menyebabkan hilangnya lima pokok perkara tesebut disebut dengan
mafsadah.*
3. Tingkatan Maslahah

Imam Al-Ghazali membagi tingkat kekuatan Maslahah menjadi tiga

tingkatan sebagaimana dalam kitab Al-Mustashfa antara lain;
a. Maslahah Primer (Dharuriyat)

Maslahah Dharuriyat merupakan tingkatan Maslahah yang
paling tinggi. Imam Al-Ghazali menegaskan memelihara lima
pokok yang terkandung tujuan syara yaitu memelihara dan
menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta benda dikatakan
sebagai maslahah Dharuriyat.*

Adapun contoh dalam memelihara agama yaitu ketetapan
menjatuhkan hukuman mati atas orang kafir yang menyesatkan
ataupun seperti menghukum pelaku bid'ah yang mengajak orang
lain kepada kebid ahannya. Hal ini sebagai contoh memelihara
agama karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya agama

manusia.”’

* Al-Ghazali, 563.
 Al-Ghazali, 563.
7 Al-Ghazali, 564.
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Kedua, memelihara jiwa seperti ketetapan syara’ yang
mewajibkan gishash, karena gishash bisa menjaga keselamatan
jiwa. Ketiga, menjaga akal seperti ketetapan hukuman had
menenggak minuman keras untuk menjaga dan memelihara akan
yang merupakan asas pentaklifan. Keempat, menjaga keturunan.
Adanya ketetapan hukuman had zina untuk menjaga keturunan dan
nasab. Terakhir, menjaga harta yaitu ketetapan hukuman bagi para
pen-ghasab dan pencuri guna melindungi harta yang merupakan
sumber penghidupan makhluk dan menjadi keperluan dasar
mereka.*®

b. Maslahah Sekunder (Hajiyat)

Maslahah Hajiyah berada dalam tingkatan kedua. Maslahah
ini sangat dihajatkan oleh manusia guna menghilangkan kesulitan
dan menolak segala halangan. Prinsip utama Maslahah Hajiyat
yaitu menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif serta
memudahkan urusan manusia.*

Maslahah Hajiyat dapat dicontohkan seperti perkara
memberi wali kuasa untuk menikahkan anak perempuan yang
masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil. Peristiwa
tersebut bukan termasuk perkara yang dharuriyat (karena anak
masih dapat hidup normal tanpa hal tersebut). Namun, hal ini

diperlukan dalam rangka mencapai maslahah dan memastikan

*® Al-Ghazali, 564.
* Koto Alaiddin, llmu Figh dan Ushul Figh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 123.
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kekufuannya, supaya jangan sampai si anak tidak bisa menikah
dengan pria yang sekufu  dengan dirinya. Tujuannya untuk
mewujudukan  harapan kebaikan di masa depan bagi anak
tersebut.*

Sejatinya, tujuannya menikah saat usia anak-anak, sama
sekali tidak terikat dengan dorongan syahwat dan tidak pula untuk
keperluan keturunan. Namun, tujuannya karena untuk kebaikan
penghidupan dengan terciptanya jalinan erat diantara suku,
menciptakan hubungan saling membantu antara kedua keluarga.
Hal ini bukan merupakan kepentingan dharuriyat.>
Maslahah Tersier (Tahsiniyat)

Maslahah Tahsiniyat berada dalam tingkatan Kketiga.
Maslahah Tahsiniyat berada dalam tingkatan keperluan tahsiniyat
(tersier) yairu meningkatkan kulitas; memperindah dan
mempermudah serta mewujudkan model terbaik dalam aspek
muamalat ataupun kebiasaan.*

Contoh dari maslahah Tahsiniyat seperti mencabut
kompetensi kesaksian seorang sahaya dengan menerima fatwa dan
riwayatnya. Alasannya, dikarenakan status hamba sahaya yang

rendah, posisi dan kedudukannya yang lemah karena dibawah

*® Al-Ghazali, Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min [Imi Al-Ushul, 565.

Al-Ghazali, 565.

*2 Al-Ghazali, 565-66.
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penuh kekuasaan majikannya. Sehingga tidak layak memberikan
kesaksian.*?

Maslahah merupakan prinsip yang menegaskan pentingnya menjaga
tujuan-tujuan hukum islam (magasid syariah). Untuk memahami maqasid
syariah dapat merujuk pada Al-Quran, Sunnah, dan juga konsensus para
ulama (ijmak). Dalam menjaga maslahah, terdapat dua konsep utama yang
yaitu maslahah hajiyat (kebutuhan sekunder) dan maslahah tahsiniyat
(kebutuhan tambahan). Apabila menggunakan salah satu dari maslahah
yang berada dalam tingkatan kedua ataupun ketiga harus didasarkan pada
landasan hukum yang kuat, dengan mengacu pada dalil-dalil syar'i seperti
Al-Quran, Sunnah, ijmak, dan juga giyas.** Dengan demikian, menjaga
maslahah bukanlah semata-mata mengejar kepentingan duniawi, tetapi
lebih pada menjaga keselarasan dan Kkesejahteraan umat serta

mempertahankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam.

D. Keberlakuan Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional
Perjanjian Internasional merupakan semua perjanjian yang bersifat

lintas batas negara atau transnasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyebutkan :

“Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum
Internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi
Internasional atau subjek Hukum Internasional lain.

** Al-Ghazali, 566.
** Al-Ghazali, 567.
> «“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional” (t.t.).
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Sebagaimana dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa Kriteria
dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk diterapkan
sebagai pernjajian Internasional. Terdapat tiga poin utama antara lain: 1)
Perjanjian wajib berkarakter Internasional (an international agreement),
sehingga tidak mencakup perjanjian berskala seperti perjanjian Nasional,
perjanjian antar negara ataupun perjanjian antar pemerintah daerah dengan
negara Nasional; 2) Perjanjian wajib dibuat oleh negara ataupun organisasi
Internasional (by subject of international law); 3) Perjanjian tersebut tunduk
terhadap Hukum Internasional (Governed by International Law) oleh Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional serta

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.>®

1. Teori Hubungan Perjanjian Internasional dengan Hukum Nasional

Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam sistem Hukum Nasional
dapat dipahami melalui dua teori yaitu teori dualisme dan teori monisme.
Teori dualisme menempatkan hukum Internasional sebagai sistem hukum
yang terpisah dengan hukum Nasional. Dalam pandangan ini tidak terdapat
hubungan hierarki antara kedua sistem ini. Sehingga, perjanjian
Internasional tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum Nasional.
Konsekuensi untuk mengintegrasikan perjanjian Internasional ke dalam
Hukum Nasional, diperlukan proses transformasi ang melibatkan pembuatan
dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum

Nasional yang berlaku. Dengan mengkonversi kaidah hukum Internasional

*® Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia,
Sabda Ali Mifk (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 20.
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ke dalam hukum Nasional, maka produk hukum tersebut mengalami
transformasi menjadi bagian integral dari hukum Nasional. Ini berarti bahwa
produk hukum yang berasal dari Perjanjian Internasional atau prinsip-
prinsip hukum Internasional yang diadopsi oleh negara tersebut, secara
resmi diakui dan diterapkan sebagai bagian dari hukum Nasional.
Implikasinya, produk hukum tersebut tunduk pada semua ketentuan dan
prinsip-prinsip yang ada dalam tatanan perundang-undangan Nasional,
termasuk aturan prosedural dan substansial yang berlaku di tingkat
Nasional. Sejatinya teori dualisme menekankan suatu negara wajib
melakukan ratifikasi Perjanjian Internasional menjadi Hukum Nasional
dengan tujuan meminimalisir konflik antar kedua hukum ini.*’

Adapun teori monisme menempatkan Hukum Internasional dengan
Hukum Nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang
sama. Dalam aliran ini, Hukum Internasional diberlakukan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Hukum Nasional. Aliran ini menegaskan bahwa
setiap negara yang mengikuti sebuah perjanjian Internasional secara
otomatis berlaku sebagai bagian dari hukum negara tersebut tanpa
memerlukan proses transformasi (ratifikasi) peraturan perundang-
undangan.>®

Teori monisme terbagi menjadi dua bagian yaitu yang mendahulukan
hukum nasional (Primat Hukum Nasional) dan yang mendahulukan hukum

Internasional (Primat hukum Internasional). Paham monisme primat hukum

>’ Agusman, 97.
*® Agusman, 97.
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Nasional apabila terdapat konflik maka hukum Nasional yang harus
diutamakan alasannya adalah bahwa para pendukung paham monisme
primat hukum Nasional lebih mempertimbangkan kedaulatan dan
kepentingan negara di atas segalanya. Mereka meyakini bahwa negara harus
memiliki otoritas penuh atas hukum yang berlaku di dalam wilayahnya dan
bahwa kepentingan negara harus diutamakan dalam pengambilan keputusan
hukum. Paham monisme primat hukum Nasional juga memberikan
fleksibilitas kepada negara untuk selektif dalam menerapkan hukum
Internasional dalam regulasi kehidupan domestik mereka. Dengan kata lain,
negara dapat memilih untuk menerapkan atau tidak menerapkan aspek-
aspek tertentu dari hukum Internasional berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan politik, ekonomi, atau sosial dalam konteks kepentingan
nasional.>

Sebaliknya, menurut pandangan monisme primat Hukum Internasional
bahwa Hukum Internasional lebih tinggi atau superior dibanding dengan
huum Nasional. Paham monisme primat Internasional beranggapan bahwa
demi mengendalikan negara yang berdaulat maka seharusnya hukum
Internasional. Oleh karena itu, paham monisme primat Internasional
meyakini bahwa negara-negara berdaulat harus menyesuaikan, mengubah
bahkan membatalkan hukum Nasional yang bertentangan dengan norma-

norma Internasional. Dengan demikian, negara-negara wajib patuh terhadap

*Tristam Pascal Moeliono dkk., Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Indonesia
(Bandung: UNPAR PRESS, 2018), 58.
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ketentuan hukum Internasional dalam segala aspek, salah satu nya kebijakan
dan legislasi.*”
2. Pengesahan Perjanjian Internasional

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan hierarki peraturan
perundang-undangan sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia; b) ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c)
Undang-Undang/Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;
d)Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah
Provinsi; g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2022,
sejatinya dalam hierarki hukum Nasional tidak dijumpai Perjanjian
Internasional sebagai bagian dari jenis peraturan Perundang-Undangan, oleh
karena itu negara melakukan pengesahan untuk mengikatkan diri pada suatu
perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi
(accession), penerimaan (acceptance), dan penyetujuan (approval). Hal ini
tercantum dalam pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Tentang Perjanjian Internasional.®

® Tristam Pascal Moeliono dkk., Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Indonesia
(Bandung: UNPAR PRESS, 2018), 58.

® Pasal 7 Ayat 1 “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”

(t.t).
®2 pasal 1 Ayat 2 “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional” (t.t.).
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Indonesia sebagai salah satu negara aktif dalam kegiatan Internasional
membuat dan meratifikasi perjanjian-perjanjian baik dari negara lain
maupun organisasi Internasional. Landasan utama ratifikasi Perjanjian
Internasional adalah ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945 yang menyebutkan:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.%

Ketentuan terkait ratifikasi perjanjian Internasional tercantum dalam
pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian
Internasional.

“Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian
Internasional melalui cara-cara berikut:

a. Penandatangan; b. Pengesahan; c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota
diplomatik; d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam

perjanjian Internasional”. *

Implikasi dengan adanya proses ratifikasi perjanjian Internasional
melalui Undang-Undang, maka perjanjian Internasional tersebut menjadi
hukum nasional, berlaku dan mengikat. Sehingga pemerintah wajib tunduk
terhadap perjanjian Internasional tersebut, karena telah menjadi bagian dari

peraturan perundang-undangan Indonesia.®

® pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
* pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, t.t.

® Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional
Terhadap Hukum Nasional,” Lex Et Societatis VIl (2020): 31,
https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468.
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BAB |11

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Perdagangan Dunia).

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat melimpah,
termasuk Nikel. Nikel dalam bentuk mentah, atau biasa disebut bijih Nikel
merupakan salah satu komoditas utama. Bijih Nikel merupakan Sumber Daya
Alam yang tidak terbaharukan. Bijih Nikel merupakan Mineral dan Batubara
yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pengelolaan Sumber Daya Alam Nikel
harus dilakukan secara optimal guna menjaga eksploitasi dan manfaatnya bagi
rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan program hilirisasi
mineral mentah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan
Batubara. Pada pasal 4 ditegaskan bahwa Mineral dan Batubara dikuasai oleh
negara guna kepentingan rakyat.®® Sebagaimana amanat tersebut menegaskan
bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara

optimal guna mencapai kemandirian perekonomian negara.

**pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Sejatinya, konsep penguasaan Sumber Daya Alam khususnya Nikel
merupakan amanat Pasal 33 Ayat 3 Hukum Konstitusi yang menyatakan,
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”’
Sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 Hukum Konstitusi terdapat 3 pilar utama
yang saling berkaitan yaitu pentingnya kekayaan alam, pemanfaatan kekayaan
alam untuk perekonomian negara dan yang ketiga pemanfaatan Sumber Daya

Alam wajib diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.®

Frasa “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 Ayat 3 Hukum Konstitusi
memberikan makna yang beragam dari beberapa tokoh. Menurut Soepomo,
yang dikenal sebagai arsittk UUD 1945 memberikan pemahaman makna
“dikuasai” yaitu negara memiliki tanggungjawab untuk
mengatur/menyelenggarakan dan mempertimbangkan produksi. Sedangkan
pandangan Mohammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama merumuskan
pengertian dari “dikuasai”  tidak berarti bahwa negara harus menjadi
pengusaha atau pelaku bisnis. Sebaliknya, Mohammad Hatta menekankan
bahwa kekuasaan negara terdapat dalam pembentukan peraturan yang

ditujukan untuk kelancaran ekonomi.*

®” pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

® “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” (2018), 3.

* Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dynamics of
State Control Concept on Natural Resources,” Jurnal Konstitusi 12 Nomor 2 (2015): 406—7,
https://media.neliti.com/media/publications/114478-1D-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-
atas.pdf.
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Pendapat para tokoh dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam
putusan Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 yang memberikan tafsir makna
“dikuasai” oleh negara. Terdapat tiga makna mengenai konsep “dikuasai” oleh
negara yaitu : 1) Prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala Sumber Daya
Alam yang terkandung didalamnya; 2) Kekuasaan rakyat yang diatur oleh
UUD 1945 memberikan mandat kepada negara; 3) Prinsip mandat rakyat
secara koletif untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan
pengawasan (toezichthoudensdaad) dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsep dikuasai negara sejalan dengan
kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dan upaya hilirisasi guna

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Jika melihat sejarah, penetapan Kebijakan pembatasan Ekspor Mineral
Mentah, termasuk bijih Nikel pertama kali diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
mengatur mengenai ketentuan Hilirisasi. Sebagaimana dalam aturan tersebut,
program hilirisasi adalah kewajiban perusahaan pertambangan untuk
melakukan pemurnian mineral mentah di dalam negeri sebelum dilakukannya
kegiatan ekspor. Tujuannya, untuk optimalisasi pemanfaatan ekonomi,
konservasi Sumber Daya Alam dan pemberdayaan masyarakat dengan
memberikan peluang kesejahteraan kepada masyarakat sekitar pertambangan.

M. Firman Hidayat selaku Deputi Bidang Sumber Daya Maritim menyatakan

7® Redi, 410.
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bahwa tujuan adanya hilirisasi guna menciptakan ekosistem yang kompetitif
dan peningkatan nilai ekonomi melalui proses pengolahan bijih nikel. Selain
itu, Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menegaskan tujuan utama program
hilirisasi yaitu guna memperbaiki defisit transaksi berjalan (current account
deficit/CAD), meningkatkan peluang kerja, serta mengurangi dominasi energi
fosil.”* Sebagaimana pendapat tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bertujuan

guna peningkatan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara
memiliki tiga pilar landasan utama yaitu aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.
Adapun aspek filosofis tercantum tujuan dalam Negara Kesatuan Indonesia
yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan utama penerapan
kebijakan ini, yaitu guna kesejahteraan umum.”> Untuk mensejahterakan
masyarakat, maka segala Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia wajib
dimanfaatkan secara optimal guna menunjang kesejahteraan. Hal itu dipertegas
dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan Air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Y CNN Indonesia, “Fakta Hilirisasi Nikel yang Digalakkan Jokowi,” CNN Indonesia (blog), 2021,
diakses pada 10 November 2023, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814130327-85-
535728/fakta-hilirisasi-nikel-yang-digalakkan-jokowi.

2 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, 41-42.
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Landasan filosofis ini memiliki dua landasan utama, yaitu Hukum
Konstitusi khususnya pasal 33 Ayat 3 dan Hukum Islam yaitu dalam Al-Quran
Surat Al-Faathir ayat 27. P.L Coutrier selaku Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Migas menarik dua pokok mengenai pengertian dari
pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Pertama, kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi maupun air dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan
Sumber Daya Alam dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kedua, Sumber Kekayaan
Alam (SKA) dimanfaatkan guna menunjang kemakmuran rakyat dengan cara
di produksi guna meningkatkan nilai ekonomi.”” Sebagaimana Landasan
Filosofis atas penguasaan pertambangan mineral dan batubara menegaskan
bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa. Negara memiliki kewajiban untuk
mengelolanya guna kemakmuran rakyat. Selain dalam Hukum Konstitusi,
landasan filosofis ditetapkannya kebijakan ini terdapat dalam Quran Surat Al-

Faathir ayat 27.

Dalam surat tersebut Allah berfirman :
“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menemukan hujan dari langit lalu
kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya.
Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang
beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat”

Dalam realisasinya, Sumber Daya Alam sering ditemukan di wilayah
gunung. Sumber Daya tersebut meliputi emas, tembaga, perak dan batubara.

Sebagaimana dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan garis-garis putih dan

merah merupakan karunia Allah berupa emas, tembaga dan perak. Sedangkan,

42.
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warna hitam pekat merupakan batubara. Sejatinya, Sumber Daya Alam
diciptakan Allah sedemikian rupa guna kepentingan hidup umat manusia.”
Dengan demikian, dalam landasan filosofis sebagaimana hukum konstitusi
Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk
kepentingan rakyat. Sedangkan dari perspektif agama sebagaimana dalam
Quran Surat Al-Faathir ayat 27 bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam yang

terkandung di Bumi harus dikelola dengan bijak sesuai dengan ajaran agama

dan untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan.

Selain aspek filosofis, penetapan kebijakan larangan ekspor nikel juga
dilihat dari sudut yuridis. Peraturan mengenai Pertambangan mineral dan
batubara tidak hanya diatur dalam hukum Nasional namun juga mengamati dari
hukum negara lain. Adapun aturan dari negara lain yaitu Mineral Resources
Law Of The People Republic Of China, Japanese Mining Law No.289, 20
Desember 1950 Latest Amandement in 1962, Philippine Mining Act Of 1995.7
Sedangkan, peraturan Nasional yang mengatur mengenai pertambangan
meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah
Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

" 44-46.
> 46.
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Dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan

Pascatambang.”

Terakhir, jika dilihat dari aspek sosiologisnya yaitu perlindungan hak-
hak masyarakat dalam pengelolaan Mineral dan Batubara. Hak-hak masyarakat
Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 meliputi
izin pertambangan rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu dengan
memberikan hak kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan
pertambangan, pertanggungjawaban sosial dan lingkungan serta kesejahteraan
sosial.”” Dengan demikian, masyarakat dapat meraih keuntungan yang lebih

banyak serta meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonomi maupun sosial.

Ketentuan Hilirisasi awalnya diatur dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 ,pasal
17 ayat 1, dan pasal 46 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan
Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peraturan ini merupakan peraturaan
pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pasal 16 Ayat 1 menegaskan
bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan peningkatan nilai tambah

dari hasil produksi. Sebagaimana dalam pasal 16 Ayat 1 menyatakan

7% 46-47.
7 47.
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“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib

95 78

melakukan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara”.

Selanjutnya, langkah untuk melakukan peningkatan nilai tambah
mineral diatur dalam Pasal 16 Ayat 2. Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa
Salah satu langkah peningkatan nilai tambah produk melalui proses
hilirisasi/pemurnian. Pemurnian atau proses hilirisasi adalah metode yang
umumnya digunakan dalam industri pertambangan untuk meningkatkan
kualitas atau nilai ekonomis dari bahan tambang. Proses ini dapat melibatkan
berbagai tahapan seperti pemisahan mineral berharga dari batuan pengotor,
pemurnian logam, atau peningkatan kualitas batubara. Selain itu, sebagaimana
dalam pasal 16 Ayat 2 diatur mengenai kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai

tambah atas komoditas hasil tambang. Pasal 16 Ayat 2 yang menyatakan :

“Peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan/pemurnian untuk
komoditas tambang mineral logam; pengolahan untuk komoditas tambang

batubara; pengolahan untuk komoditas tambang mineral bukan logam dan
99 79

pengolahan untuk komoditas tambang batuan”.
Sejalan dengan itu, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa setiap

perusahaan pertambangan wajib memiliki izin usaha ketika melakukan

kegiatan ekspor nikel (legal). Hal ini ditegaskan dalam pasal 17 ayat 1 yang

menyebutkan :

“Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi

Produksi khusus untuk pengolahan/pemurnian mineral logam,mineral bukan
logam ataupun batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan keluar negeri

’® Pasal 16 Ayat 1 “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara” (t.t.).

7 Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
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wajib terlebih dahulu melakukan peningkatan nilai tambah melalui

pengolahan dan/atau pemurnian sesuai batasan minimum pengolahan”.*°

Sebagaimana dalam ketentuan tersebut, pemegang izin pertambangan yang
telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan operasi produksi wajib
melakukan peningkatan nilai tambah sebelum melakukan penjualan keluar

negeri.

Disamping itu, terdapat ketentuan batasan minimum produk hasil
tambang dalam bentuk mentah, batasan minimum ini diatur dalam pasal 46
ayat 1 yang menyatakan “Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan nikel dengan kadar kurang dari
1,7%”. ® Dalam pasal 46 Ayat 1 menetapkan batas minimum nikel yang
diekspor sebesar 1,7%. Jika bijih Nikel melebihi batas tersebut, pemegang izin
pertambangan diwajibkan untuk melalui proses pemurnian sebelum melakukan
ekspor. Namun, jika kandungan bijih nikel berada di bawah 1,7%, maka
diperbolehkan untuk diekspor dalam bentuk bijih nikel (mineral mentah) tanpa

melalui proses pemurnian.

Berdasarkan peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 terdapat 4 pasal
yang menentukan kewajiban hilirisasi pertambangan, antara lain pasal 16 ayat
1 dan 2, pasal 17 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1. Sebagaimana dalam pasal 16 ayat
1 menegaskan bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib melakukan

peningkatan nilai tambah produk tambang. Bahkan, ditegaskan langkah yang

% pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
®! pasal 46 Ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
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diambil guna meningkatkan nilai tambah produk melalui proses
hilirisasi/pemurnian. Selanjutnya pasal 17 ayat 1 menegaskan kewajiban
perusahaan melakukan hilirisasi/pemurnian produk sebelum di ekspor dengan
ketentuan batas minimum. Sedangkan dalam pasal 46 Ayat 1 mengatur
mengenai batas minimum nikel yang wajib melalui proses hirilisasi apabila

kandungan Nikel diatas 1,7%.

Het recht hinkt achter de feiten aan, Hukum selalu tertatih-tertatih
mengikuti perubahan zaman. Sebagaimana dalam adagium hukum tersebut
memiliki makna bahwa hukum dibuat mengikuti perubahan keadaan, hal ini
selaras dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam mengenai
Mineral dan Batubara terus mengalami perubahan. Pada 28 Agustus 2019,
Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan atas Peraturan Menteri Peraturan
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019. Kebijakan ini merupakan Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam aturan tersebut,
terjadi perubahan ketentuan terkait nikel, khususnya pada pasal 46 Ayat 1 Pasal

tersebut menyatakan :

“Pemegang IUP Operasi Prod uksi atau IUPK Operasi Produksi dapat
melakukan Penjua lan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed
bauxite) dengan kadar Al203 >42% (lebih dari atau sama dengan empat
puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan

55



Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 "%,

Sejatinya, pada pasal 46 ayat 1 mengatur ketentuan batas minimum yaitu nikel
dan bauksit. Namun, dalam peraturan ini ketentuan batas minimum ekspor bijih
nikel minimal dengan kadar kurang 1,7% dihapuskan. Sehingga, sejak tahun

2020 ekspor Nikel dalam bentuk mentah (bijih nikel) tidak diperbolehkan.

Disisi lain, dinamika perubahan peraturan tidak hanya terbatas pada
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Seiring waktu, Undang-
Undang Mineral dan Batubara juga mengalami transformasi yang signifikan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut
resmi diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022.*

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Mineral dan Batubara terkhusus pada pasal 102 ayat 1 dan 3 serta pasal 103.
Pasal 102 Ayat 1, memberikan arahan kepada perusahaan pertambangan yang
telah memiliki izin pertambangan IUP ataupun IUPK untuk menjalankan
program hilirisasi/pemurnian barang tambang, salah satunya bijih nikel. Dalam
pasal tersebut menyebutkan :

“Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib

meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan
melaiui:  Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral

® Pasal 46 Ayat 1 “Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas
Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 20 18 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara” (t.t.).

# Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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logam; Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau
Pengolahan untuk komoditas tambang batuan "**

Tidak hanya pasal 102 ayat 1, pasal 102 ayat 3 memberikan penegasan
terhadap pentingnya mencapai peningkatan nilai tambah mineral melalui
proses pengolahan dan pemurnian, dengan menetapkan batasan minimum yang
harus dipenuhi.

“Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau
Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan
minimum Pengolahan dan atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara
lain: peningkatan nilai ekonomi; dan/atau kebutuhan pasar.

Pasal 102 ayat 3 mengintegrasikan aspek peningkatan nilai ekonomi dan

kebutuhan pasar, peraturan ini menciptakan kerangka kerja yang seimbang

untuk mendorong pengembangan industri pertambangan yang berdaya saing.

Sejalan dengan pasal 102 ayat 1 dan 3, pasal 103 ayat 1 menegaskan
bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan pemurnian atau biasa
dikenal dengan hilirisasi produk-produk penambangan. Adapun ketentuan

mengenai program hilirisasi diatur dalam pasal 103 Ayat 1:

“Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan

dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri %

Secara keseluruhan terdapat dua aspek perubahan dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

* Pasal 102 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

® Ppasal 102 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

®pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Perubahan tersebut fokus terhadap dua pasal yaitu pasal 102 dan pasal 103,
yang memberikan landasan hukum untuk program hilirisasi atau peningkatan
nilai tambah mineral. Pasal 102 Ayat 1 menetapkan kewajiban bagi pemegang
IUP atau IUPK untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui pengolahan
dan pemurnian, sementara Pasal 102 Ayat 3 menegaskan pentingnya
memenuhi batasan minimum dengan mempertimbangkan peningkatan nilai
ekonomi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, Pasal 103 Ayat 1 menetapkan
bahwa perusahaan pertambangan harus melakukan pengolahan atau pemurnian
di dalam negeri, memberikan dukungan konkrit terhadap program hilirisasi.
Dengan penegasan ini, regulasi menciptakan landasan hukum yang kuat untuk
mendorong perusahaan pertambangan menjalankan program hilirisasi seperti

pemurnian bijih Nikel, di dalam negeri.

Dampak signifikan dari perubahan Undang-Undang Mineral dan
Batubara pada tahun 2020 mencuat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melalui Peraturan Menteri
ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara.’” Perubahan kebijakan ini bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam
pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Perubahan tersebut terdapat

dalam pasal 17, 45 dan 46.

% Pasal 17 “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun
2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.” .
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Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara menyatakan bahwa pemegang izin wajib melakukan kegiatan
hilirisasi/pemurnian produk tambang sebelum melakukan kegiatan ekspor.
Sebagaimana dalam pasal 17 Ayat 1 menyatakan:

“Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral logam,
Mineral bukan logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan penjualan ke
luar negeri wajib terlebih dahulu melakukan Peningkatan Nilai Tambah
melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan minimum
Pengolahan dan/atau Pemurnian.®®

Pasal 17 Ayat 1 bukan hanya sebuah sebuah perintah hukum, tetapi juga
merupakan dasar yang mengikat bagi pemegang IUP atau IUPK untuk
melaksanakan tanggungjawab hilirisasi yaitu dengan meningkatkan nilai
tambah produk pertambangan sebelum dieskpor ke pasar Internasional.
Kewajiban ini bertujuan tidak hanya untuk memaksimalkan nilai ekonomis

nasional tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap

perkembangan industri pengolahan mineral di dalam negeri.

Perubahan kedua, terdapat dalam pasal 45 Ayat 1 Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang

menyatakan bahwa perusahaan pertambangan yang memiliki izin wajib

® Pasal 17 Ayat 1 “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17
Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.”.
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memanfaatkan mineral logam, nikel dengan ketentuan tertentu. Adapun

pernyataan dalam pasal 45 sebagaimana berikut.

“Pemegang IUP Operasi Produksi, ITUPK Operasi Produksi, IlUP Operasi
Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, atau pihak lain yang
melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral logam wajib
memanfaatkan Mineral logam dengan kriteria tertentu hasil Penambangan di
dalam negeri.*

Secara tegas, pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa para bahwa para pemegang
izin atau pihak yang terlibat dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian
Mineral logam wajib memanfaatkan Mineral logam dengan kriteria tertentu
yang hasilnya berasal dari kegiatan Penambangan di dalam negeri. Hal ini
menciptakan suatu kewajiban yang konkret dan memperkuat kontribusi sektor

pertambangan terhadap ekonomi nasional.

Selanjutnya, perubahan yang sangat mencolok terdapat dalam
ketentuan kadar Nikel dalam bentuk mentah. Sebagaimana dalam pasal 46
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun
2020, yang merupakan bagian integral dari Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan arah baru
terkait ketentuan kadar mineral mentah yang dapat diekspor. Pasal 46
mengalami modifikasi yang mencolok, terutama terkait dengan penghapusan
ketentuan mengenai jumlah kadar nikel dan bentuk mineral mentah. Landasan
hukum yang berbeda dalam mengatur ekspor mineral mentah, dengan fokus

khusus pada ketentuan bauksit. Pasal 46 ayat 1 dari Peraturan Energi dan

% pasal 45 Ayat 1 .
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Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 mengenai Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara memaparkan bahwa pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berwenang
untuk menjual Nikel (mineral mentah) dengan kadar di bawah 1,7% serta
bauksit yang telah melalui pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al203 >
42%. Aturan ini mengizinkan perusahaan pertambangan untuk mengekspor
produk dengan ketentuan tersebut, dengan syarat mengikuti tarif/HS
(Harmonized System) sesuai dengan regulasi terakhir pada tanggal 11 Januari

2022.%°

Sebagaimana dalam peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2020, Pasal 17 Ayat 1 menetapkan
kewajiban bagi pemegang izin untuk meningkatkan nilai tambah produk
pertambangan sebelum diekspor, memberikan kontribusi positif terhadap
ekonomi Nasional, dan memajukan industri pengolahan mineral dalam negeri.
Pasal 45 Ayat 1 memperkuat kontribusi sektor pertambangan dengan
mengharuskan pemegang izin memanfaatkan mineral logam tertentu hasil
penambangan di dalam negeri. Sementara itu, Pasal 46 memberikan arah baru
terkait ketentuan kadar mineral mentah yang dapat diekspor, menghapuskan

ketentuan kadar nikel dan fokus pada bauksit.

Berdasarkan peraturan tersebut, ketentuan mengenai program hilirisasi

atau pemurnian bijih Nikel telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang

% pasal 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan
ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Pasal 102 dan 103 dalam UU tersebut secara khusus mengatur aspek-
aspek terkait dengan program hilirisasi/pemurnian Nikel, menetapkan kerangka
kerja yang harus diikuti oleh pemegang izin dalam melaksanakan kebijakan
tersebut. Selanjutnya, untuk lebih merinci pelaksanaan dari ketentuan ini,
terdapat peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17
Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018. Perubahan tersebut terutama
terdapat dalam pasal 17 ayat 1 , Pasal 45 ayat 1, dan 46 dari peraturan tersebut.
Pasal 17 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa seluruh pemegang Izin
Usaha Pertambangan (IUP) dan lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
wajib melakukan peningkatan nilai tambah produk melalui program hilirisasi
atau pemurnian. Sedangkan, fokusnya adalah pada ketentuan kadar bijih nikel
yang diatur dalam pasal 46, dan perlu dicatat bahwa dalam peraturan ini,

ketentuan mengenai kadar mineral mentah bijih Nikel telah dihapuskan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat diidentifikasi bahwa
pemerintah Indonesia tidak secara mutlak melarang kegiatan ekspor Nikel ke
negara konsumen. Namun, pemerintah telah menerapkan syarat-syarat tertentu
untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor Nikel dilakukan dengan
memperhatikan nilai tambah dan kesejahteraan dalam negeri. Salah satu syarat
yang diberlakukan adalah bahwa perusahaan pertambangan yang hendak

melakukan ekspor Nikel diwajibkan untuk menjalani proses hilirisasi atau

*! Ilyas Fadilah, “Hirilisasi,” Detikfinance (blog), Oktober 2023, diakses pada 10 November 2023
https://finance.detik.com/kamus/hilirisasi-d-6999281.
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pemurnian. Dengan demikian, bijih Nikel harus melalui tahap pengolahan
sehingga dapat menjadi barang jadi, seperti nickel pig iron, ferro nickel, dan
nickel matte. Program hilirisasi mineral mentah, termasuk Nikel sebagaimana
dalam amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memiliki tujuan
guna meningkatkan perekonomian dan memajukan kesejahteraan umum.
Program hilirisasi merupakan upaya merealisasikan amanat Ideologis Pancasila
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga amanat konstitusi
yaitu memajukan Kkesejahteraan umum dan Sumber Daya Alam yang
dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Menurut Sonny
Keraf terdapat dua tujuan utama yaitu meningkatkan nilai tambah dan keadilan
sosial. Secara tidak langsung, kebijakan hilirisasi dapat membuka lapangan
kerja bagi masyarakat.*

Dengan adanya kebijakan hilirisasi Nikel, memberikan manfaat yang

besar bagi Indonesia yaitu pertama dapat menaikkan dan meningkatkan harga

penjualan Nikel di Indonesia. Gambar 3.1

Perkembangan Ekspor Nikel
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*> PUSHEB, “Nasib Hilirisasi Mineral dan Batubara Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” Pusat Studi Hukum dan Pertambangan (blog), 28 April
2023,diakses pada 10 November 2023, https://pushep.or.id/nasib-hilirisasi-mineral-dan-batubara-
pasca-uu-nomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-4-tahun-2009-tentang-
pertambangan-minerba-dan-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/.
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Sebagaimana dalam Data Pusat Statistik menunjukkan, perkembangan
Ekspor Nikel mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 diberlakukannya
pelarangan ekspor dalam bentuk bijih nikel, nilai ekspor produk turunan nikel
hanya mencapai US$808 Juta. Kemudian, pada tahun 2021 nilai ekspor naik
sebesar 58,9% menjadi US$1 miliar. Tambahan pula, pada tahun 2022 nilai
ekspor nikel tumbuh 364,7% dari tahun sebelumnya dengan jumlah US$
Miliar. Peningkatan nilai ekspor nikel pada tahun 2022 didorong oleh
pertumbuhan signifikan dalam ekspor nickel matte sebesar US$ 4 miliar, yang
merupakan empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, lonjakan yang
paling mencolok terdapat dalam produk feronikel Pada 2019, nilai ekspor
feronikel sekitar US$ 2,5 miliar. Angka ini hampir dua kali lipat menjadi US$
5 miliar pada 2020, dan meningkat lagi menjadi US$ 7 miliar pada 2021. Pada
2022, ekspor ferronikel bahkan melonjak lebih tinggi, mencapai US$ 14 miliar.
Hal ini menunjukkan adanya permintaan yang kuat dan pertumbuhan yang

signifikan dalam industri feronikel.”®

Kedua, Penerapan hilirisasi Nikel di Indonesia memberikan dampak
positif terhadap pendapatan negara, khususnya Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Adapun perbandingan antara nilai produk pertambangan dalam
bentuk mineral mentah dengan produk yang telah melalui proses hilirisasi
menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi.
Febri Antoni Arif selaku Juru Bicara Kementerian Perindustrian memberikan

gambaran tentang nilai nikel dalam bentuk ore yang diharagai sebesar

% Datanesia, Separuh Jalan Hilirisasi Nikel (Tangerang: White Paper, 2023).
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USD30/Ton. Namun, ketika nikel telah diproses dalam negeri dan menjadi
Nikel Pig Iron (NPI) maka harga akan naik 3,3 kali menjadi USD90/Ton.
Lebih lanjut, seperti pengolahan bijih nikel menjadi Ferronikel dapat
meningkatkan harganya hingga 6,76 kali atau mencapai USD203/Ton. Bahkan,
apabila hilirisasi terus dengan menghasilkan Nikel Matte, maka nilai

tambahnya akan melonjak naikmenjadi 43,9 kali atau USD3.117/ton.**

Ketiga, hilirisasi ekonomi telah menjadi fokus bagi negara Indonesia.
Selain berpotensi meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja, hilirisasi
berperan dalam menarik investasi. Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
menunjukkan hasil realisasi investasi (Juli — September) Tahun 2023 yang
mencapai Rp.374,4 Triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,0%
dibanding tahun sebelumnya. Serta meningkat sebesar 21,6% dibanding
periode tahun 2022. Pada tahun 2023 total realisasi investasi untuk hilirisasi
di Indonesia mencapai Rp 266,0 Triliun. Realisasi ini mencakup lima sektor
yaitu sektor mineral; pertanian; kehutanan; minyak dan gas; serta ekosistem
kendaraan listrik. Sebagaimana dalam data tersebut, jumlah investasi tertinggi

diperoleh dari sektor hilirisasi sektor mineral yang mencapai Rp.151,7 Triliun.

> Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Hilirisasi Nikel di Indonesia, Kemenperin
Buka Suara,” Agustus 2023, diakses 17 November 2023,
https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia,-Kemenperin-Buka-Suara.
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Nilai komoditasnya antara lain nikel nilai investasi sebesar Rp97,0 triliun,

bauksit dengan nilai Rp7,1 triliun, dan tembaga dengan nilai Rp47,6 triliun.”

Dengan demikian, proses tersebut akan menuntut adanya tenaga kerja
yang terampil dan terlatih mulai dari ahli teknik, operator mesin, hingga tenaga
penjualan internasional. Pembukaan lapangan kerja dalam skala besar, yang
merupakan hasil langsung dari ekspansi hilirisasi nikel, dapat memberikan

kontribusi signifikan terhadap peningkatan standar kehidupan di Indonesia.*®

Terakhir, dengan adanya kebijakan larangan ekspor nikel perusahaan
pertambangan gencar untuk membangun smelter di Indonesia. Irwandy Arif
selaku staf khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan
Batu Bara menyebutkan jumlah smelter telah mencapai 116 smelter. Smelter
yang mengolah nikel kadar tinggi mencapai 97 smelter, sedangkan smelter
yang mengolah kadar rendah sejumlah 19 smelter.”” Dengan adanya
pembangunan smelter, implikasinya terhadap pembukaan peluang kerja bagi

masyarakat, khususnya di wilayah pertambangan nikel.

Kebijakan hilirisasi yang diimplementasikan Indonesia tidak hanya

memberikan dampak lokal, namun merambat hingga ke Perdagangan

* Lili Handayani, “Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi Investasi Triwulan
III 2023,” Media Nikel Indonesia (blog), Oktober 2023, diakses pada 29 Februari 2024,
https://nikel.co.id/2023/10/20/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-pada-capaian-realisasi-investasi-
triwulan-iii-2023/.

*® Anambowo Ndruru dan Ibnu Zulian, “Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia terhadap
Uni Eropa 2019-2021,” JoGP (Journal of Global Perspective) Vo I. 1 No. 1 (1 Juni 2023): 63.

%’ Firda Dwi Muliawati, “Jumlah Smelter Nikel di RI Tembus 116 Unit,” CNBC Indonesia (blog),
Oktober 2023, diakses pada 29 Februari 2024
https://www.cnbcindonesia.com/news/20231019133409-4-481968/sudah-kebanyakan-jumlah-
smelter-nikel-di-ri-tembus-116-unit.
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Internasional. Atas kebijakan tersebut, Uni Eropa mengalami kerugian. Uni
Eropa mengakui bahwa Indonesia memegang peranan kunci dalam memasok
Nikel, komoditas yang sangat penting bagi industri di wilayah Uni Eropa.
Dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan Nikel dari Indonesia,
kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia secara langsung menghambat kinerja
industri di Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa sekitar 30 juta pekerja di Uni
Eropa terlibat dalam sektor industri yang sangat bergantung pada nikel sebagai
bahan baku utama. Produk-produk yang dihasilkan dari sektor-sektor ini
membentuk dasar dari berbagai barang dan layanan yang dikonsumsi di Uni
Eropa. Keterbatasan pasokan Nikel dari Indonesia berpotensi menciptakan
hambatan signifikan dalam produksi industri Uni Eropa. Dengan adanya
pembatasan ini, kemungkinan besar akan terjadi penurunan jumlah produk
yang dihasilkan dan dijual, berpotensi menciptakan tekanan pada pasar dan
mempengaruhi permintaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Uni Eropa
dihadapkan pada tantangan serius akibat kebijakan Indonesia yang merugikan

stabilitas pasokan Nikel bagi industri Uni Eropa.”

Uni Eropa menganggap kebijakan hilirisasi Nikel yang diterapkan
Indonesia melanggar prinsip perdagangan Internasional organisasi World
Trade Organization (WTO). Perlu ditekankan Uni Eropa dan Indonesia
merupakan anggota dari Organisasi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia
sebagai anggota WTO juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan

komitmen yang telah disepakati bersama. Uni Eropa menuduh bahwa

*® Ndruru dan Zulian, “Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa 2019-
2021,” 64.

67



kebijakan hilirisasi Nikel yang diterapkan oleh Indonesia, yang mewajibkan
pemurnian nikel sebelum diekspor merupakan pelanggaran terhadap komitmen
perdagangan bebas. Dalam menjawab tuntutan Uni Eropa, pada tahun 2021,
Uni Eropa mengambil langkah lebih lanjut dengan mengajukan gugatan
terhadap Indonesia ke World Trade Organization (WTO). Gugatan ini
didasarkan pada Pasal XI:1 General Agreement On Tariffs And Trade 1994,
yang mengatur mengenai kewajiban anggota WTO untuk tidak memberlakukan
larangan atau pembatasan selain bea, pajak dan pungutan lainya baik yang

diberlakukan melalui kouta izin impor ataupun ekspor.”

Dengan demikian, kontroversi ini membawa isu kompleks terkait
dengan keseimbangan antara hak suatu negara untuk mengatur Sumber Daya
Alam dan kewajiban Internasional untuk membuka pasar secara luas. Proses
penyelesaian sengketa di World Trade Organization WTO akan menjadi arena
penting untuk mempertimbangkan argumen dan kepentingan kedua belah

pihak.

Hasil akhir dari gugatan Uni Eropa, sebagaimana dalam Putusan panel
nomor DS592 menyatakan bahwa Indonesia kalah. Indonesia dinyatakan
melanggar Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
Penetapan pembatasan Ekspor Nikel oleh Indonesia dianggap tidak dapat
dijustifikasi dengan mengacu pada Pasal XI:2 GATT, yang membahas
pengecualian terhadap aturan pembatasan perdagangan. Meskipun aturan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

% pasal X| General Agreement On Tariffs And Trade 1994, t.t.
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tidak secara eksplisit menyebutkan hilirisasi sebagai tindakan sementara yang
dapat diambil untuk mengatasi krisis pangan atau kebutuhan produk lainnya.
Keputusan panel tersebut menciptakan ketidaksepakatan antara Indonesia dan
panel WTO terkait implementasi kebijakan hilirisasi nikel. Indonesia
berkeyakinan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan upaya untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memberikan dampak positif

bagi perekonomian.*®

Apabila melihat sejarah, Indonesia merupakan salah satu negara yang
ikut serta dalam pertemuan double WTO yang membahas mengenai kebijakan
di sektor perdagangan. Keterlibatan Indonesia dalam pertemuan double WTO
mencerminkan komitmennya terhadap kerja sama Internasional dalam
pengaturan perdagangan global. Pada pertemuan yang diadakan di Marrakech,
Maroko, pada tahun 1994, Indonesia turut serta dalam perundingan yang
menghasilkan perjanjian Internasional, termasuk di dalamnya ketentuan
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)." Dalam kamus
Perdagangan Internasional dijelaskan Agreement Establishing The World
Trade Organization merupakan kesepakatan GATT Uruguay Round tahun
1984-1994 dalam final Act. Final Act terdiri atas empat lampiran, tiga
kesepakatan perdagangan multilateral dan yang keempat kesepakatan

perdagangan plurilateral.®>

% INDONESIA — Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel WT/DS592/R, 96.

Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.
Tumpal Rumapea, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2010), 23.
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Oleh Kkarena itu, sebagai langkah konkret dalam memastikan
keterlibatan Indonesia dalam perdagangan Internasional, Indonesia melakukan
ratifikasi Perjanjian Internasional yang kemudian dijadikan menjadi UU
Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia. Langkah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 14
Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan
ratifikasi merupakan salah satu cara guna meningkatkan diri pada perjanjian

dan lazimnya didahului oleh penandatangan sebagai simbol persetujuan.*®

Sesungguhnya, implikasi dari tindakan ratifikasi sangat signifikan.
Indonesia tidak hanya mengakui komitmen pada tingkat Nasional tetapi juga
secara resmi terlibat dalam komunitas Internasional yang diatur oleh WTO.
Pasca-ratifikasi, Indonesia diwajibkan untuk mematuhi konsekuensi dari aspek
eksternal dan internal. Dari segi eksternal, Indonesia harus menjalankan
kewajiban sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam forum WTO,
sementara dari sisi internal, negara ini perlu melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan nasional guna memastikan keselarasan antara hukum
nasional dan komitmen Internasional yang telah diakui. Langkah-langkah ini
menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Indonesia

dalam konteks perdagangan dunia.'*

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 pengesahkan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

103
104

Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, 69.
Sood, Hukum Perdagangan Internasional, 14.
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Perdagangan Dunia) menandai langkah penting dalam keterlibatan Indonesia
dalam tatanan perdagangan Internasional. Ratifikasi ini bukan semata-mata
merupakan sebuah formalitas, melainkan hasil dari proses yang dimulai dengan
salah satu perjanjian GATT Tahun 1994. Pengesahan undang-undang ini
dilakukan pada tanggal 2 November 1994 pada masa pemerintahan Presiden
Soeharto, menegaskan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam
organisasi perdagangan dunia. Sejatinya, Indonesia sudah menjadi bagian dari
WTO (World Trade Organization) sejak tahun 1950, dan Undang-Undang
Nomor 07 Tahun 1994 merupakan langkah konkret untuk mengakui dan
mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan Internasional yang dihasilkan
melalui perundingan GATT-WTO. Dengan demikian, negara Indonesia terikat

untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati dalam forum ini.'®

Dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak hanya sebatas
pada kewajiban mematuhi peraturan Internasional, melainkan menciptakan
peluang baru bagi ekonomi nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian
tersebut membuka peluang besar bagi pasar Internasional bagi produk-produk
Indonesia. Selain itu, melalui kerangka perlindungan multilateral yang
disediakan oleh WTO, Indonesia dapat mengamankan kepentingan Nasional
dan perdagangan Internasionalnya dengan lebih efektif. Dengan demikian,

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994 tidak hanya menjadi landasan hukum,

1% Redaksi OCBC NISP, “WTO: Sejarah, Tugas, Tujuwan dan Dampaknya bagi Indonesia,” 7
Agustus 2023, diakses pada 10 November 2023,
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/wto-
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tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam peta

perdagangan global.'®

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai persetujuan
umum terkait Tarif dan Perdagangan. Dalam aturan tersebut mencakup aturan
prinsip-prinsip dasar perdagangan Internasional. Salah satu prinsip yang
terkandung dalam GATT vyaitu tidak melarang tindakan proteksi terhadap
industri domestik. Akan tetapi, proteksi hanya boleh dilakukan melalui tarif
dan bukan tindakan seperti larangan Impor ataupun Kouta Impor.
Sesungguhnya, GATT melarang pembatasan perdagangan yang sifatnya
kuantitatif. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan
adanya larangan/pembatasan secara kuantitatif dalam rangka mengatasi neraca
pembayaran dalam suatu negara. Langkah-langkah yang diimplementasikan
tersebut bersifat sementara/terbatas. Bahkan, secara tegas diamanatkan bahwa
larangan tersebut wajib dihapuskan ketika kesulitan neraca pembayaran yang

dialami berhasil diatasi.®’

Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1994
Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) memberikan
gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam Perdagangan Internasional, salah

satu prinsipnya adalah larangan terhadap pembatasan produk Impor dan

1% «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia),” t.t.

1% «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia).”
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Ekspor. Dengan pengecualian, pembatasan yang diperbolehkan hanya fokus
terhadap penerapan tarif, pajak dan bea lainnya. Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994, merupakan hasil ratifikasi dari aturan General Agreement on
Tariffs and Trade Tahun 1994. Aturan GATT 1994 merupakan kesinambungan
dan pengembangan dari peraturan perdagangan internasional sebelumnya.
Sebagai perluasan dari GATT 1947, perjanjian GATT yang telah dilakukan
pada tahun 1947, GATT 1994 memberikan dasar hukum vyang lebih

komprehensif dan modern untuk mengatur perdagangan Internasional.

Prinsip-prinsip GATT 1994 yang turut diadopsi dalam Undang-
Undang Nomor 07 Tahun 1994 mencakup prinsip negara yang paling disukali
(Most Favoured Nation/MFN), perlakuan yang diberikan kepada satu negara
harus sama dengan negara anggota lain tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat
prinsip pengurangan dan pengikatan tarif nasional yang bertujuan untuk
mengurangi hambatan perdagangan melalui penurunan tarif. Aturan perlakukan
Nasional dan larangan dengan pengecualian tertentu atas tindakan
perlindungan selain tarif.'® Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 07
Tahun 1994 menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menjalankan

komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip GATT 1994.

1% General Agreement On Tariffs And Trade 1994, 1.
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Aturan mengenai pembatasan kuantitatif diatur dalam Pasal XI

General Agreement On Tariffs And Trade 1994. Adapun isi dari pasal XI

yaitu:

1) Tidak Ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan
lainnya, baik yang diberlakukan melalui kouta, izin impor atau ekspor
atau tindakan lainnya, harus dilakukan atau dipertahankan oleh
siapapun pihak dalam kontrak atas impor produk apapun ke wilayah
pihak lain dalam kontrak atau di ekspor atau penjualan untuk ekspor
produk apapun yang ditujukan ke wilayah pihak lain dalam kontrak.**

2) Ketentuan ayat 1 tidak mencakup hal-hal berikut.

a)

b)

Larangan atau pembatasan ekspor untuk sementara diterapkan
untuk mencegah atau meringankan kondisi kritis kekurangan
bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak
pengekspor;

Larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diperlukan
untuk penerapan standar atau peraturan mengenai
pengklasifikasian, pemeringkatan atau pemasaran suatu komoditi
di tingkat Internasional Perdagangan;

Pembatasan Impor produk pertanian atau perikanan apapun
yang diimpor dalam bentuk apapun diperlukan untuk peningkatan
tindakan pemerintah yang beroperasi.™

Sebagaimana ketentuan dalam pasal XI Ayat 1 GATT 1994

menegaskan bahwa tidak ada larangan atau pembatasan apapun kecuali

bea,pajak atau pungutan lainnya. Bea, pajak atau pungutan lainnya yang

berlaku atas impor produk harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan

dan di informasikan kepaa pihak kontrak secara tertulis. Selain itu, tidak

diperbolehkan adanya pembatasan atau larangan terkait dengan ekspor atau

penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain

dalam kontrak.
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Pasal XI General Agreement On Tariffs And Trade 1994.
Pasal XI Ayat 1 General Agreement On Tariffs And Trade 1994.

' pasal XI Ayat 2 General Agreement On Tariffs And Trade 1994.
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Disisi lain, ketentuan dalam pasal XI Ayat 2 GATT 1994 dijelaskan
beberapa pengecualian mengenai pembatasan. Ketentuan yang pertama,
larangan atas pembatasan ekspor dapat diterapkan secara sementara dengan
tujuan untuk mencegah atau meredakan kondisi kritis yang terkait dengan
kekurangan bahan makanan atau produk lain yang memiliki signifikasi penting
bagi pihak pengekspor. Kedua, larangan atau pembatasan impor dan ekspor
mungkin diperlukan dalam konteks penerapan standar atau peraturan
Internasional terkait pengklasifikasian, pemeringkatan, atau pemasaran suatu
komoditi dalam kerangka perdagangan Internasional. Langkah-langkah ini
bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan memenubhi
persyaratan standar yang telah ditetapkan secara Internasional, sehingga
melindungi kepentingan konsumen, mempromosikan perdagangan yang adil,
dan membangun kepercayaan di antara negara-negara peserta perdagangan.
Ketiga, Pembatasan impor produk pertanian atau perikanan dalam berbagai
bentuk dapat diperlukan sebagai respons terhadap tindakan pemerintah yang
berfokus pada peningkatan kebijakan dan praktik yang mendukung sektor
tersebut. Sejatinya, Pengertian dari larangan yang tercantum dalam pasal XI
GATT 1994 merupakan suatu larangan yang sah terhadap perdagangan atau
impor suatu komoditi. Sedangkan, istilah pembatasan dapat diartikan lebih luas
dari larangan itu sendiri. Pembatasan merupakan sesuatu pembatasan tindakan

atau peraturan yang membatasi.'*> Apabila dikaitkan dengan Pasal XI:1 GATT

"2 world Trade Organization, Indonesia — Measures Relating To Raw Materials (Report Of The
Panel WT/DS592/R), 2022.
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1994 mencakup larangan dan pembatasan yang mempunyai akibat membatasi

jumlah suatu produk yang diimpor maupun produk yang akan di ekspor.

Kegiatan pembatasan sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam
perdagangan Internasional yang dijadikan acuan oleh organisasi WTO. Adapun
prinsip-prinsip WTO antara lain Non diskriminasi; Transparency; Larangan
Restriksi (Pembatasan Kuantitatif); Perlindungan melalui Tarif; Resiprositas
dan Perlakukan khusus bagi negara sedang berkembang.***

a. Non Diskriminasi
Prinsip  Hukum Nondiskriminasi merupakan prinsip yang
mewajibkan kepada seluruh negara untuk tidak memberlakukan

“produk sejenis” dari impor maupun domestik. Prinsip nondiskriminasi

mencakup dua hal yaitu Most Favored Nations (Prinsip MFN

mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi antara
produk impor yang berasal dari kedua negara yang berbeda) dan

National Treatment (Prinsip yang mewajibkan anggota WTO untuk

tidak melakukan diskriminasi terhadap produk impor yang telah masuk

ke pasar domestik).™*

Secara esensial, ketika prinsip non-diskriminasi dikaitkan
dengan penerapan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia,
terlinat bahwa keterkaitan antara keduanya cukup minim. Kebijakan

Larangan Ekspor Nikel di Indonesia, sebagaimana yang diterapkan oleh

> Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Kencana,

2021), 60.
14 7aki, 60-67.
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pemerintah, tidak secara eksplisit bersifat diskriminatif terhadap negara-
negara tertentu. Larangan ini lebih merupakan respons terhadap
pertimbangan dalam konteks penguatan industri hilir dan peningkatan
nilai tambah di dalam negeri, sebagai bagian dari strategi untuk
mengoptimalkan Sumber Daya Alam Indonesia. Oleh karena itu,
walaupun larangan ekspor nikel dapat memengaruhi pasar global,
tujuannya lebih bersifat domestik, tidak secara langsung membedakan

antara negara-negara mitra dagang.

b. Transparency

Transparansi dalam WTO digunakan untuk mencapai tujuan
perdagangan Internasional yang pasti, Yyaitu prinsip keterbukaan
publikasi ataupun transparansi hukum dalam peraturan perundang-
undangan nasional praktik perdagangan suatu negara. Prinsip ini
tercantum dalam pasal X GATT Tahun 1994. Prinsip transparansi ini
menunjukkan pentingnya menyediakan informasi yang tepat waktu,
akurat, dan lengkap mengenai kebijakan perdagangan, aturan, dan
regulasi yang diterapkan oleh suatu negara.'” Sebagaimana dalam
prinsip Transparency, Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi
dalam kebijakan perdagangan dan industri terutama terkait dengan
Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Salah satu contohnya adalah
pengumuman aturan kebijakan hilirisasi yang diambil oleh pemerintah

Indonesia. Keterbukaan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3
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C.

Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam kerangka hukum ini,
Indonesia secara jelas menyampaikan kebijakan dan regulasi yang
berlaku dalam industri mineral dan batubara kepada publik. Dengan
menginformasikan  aturan hilirisasi,  Indonesia  menunjukkan
komitmennya untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan
perdagangan negara ini dapat dipahami secara transparan oleh semua
pihak yang terlibat.
Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif
Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif merupakan
peraturan yang diakui secara Internasional dan tertulis dalam General
Agreement On Tariffs and Trade GATT tahun 1994.  Restriksi
Kuantitatif berlaku terhadap kegiatan ekspor maupun impor. Prinsip ini,
yang dinyatakan dalam pasal XI.1 GATT 1994 melarang penggunaan
pembatasan kuantitatif seperti kouta,lisensi,dan pengawasan produk
eskpor dan impor. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang
memungkinkan negara-negara menerapkan pembatasan kuantitatif dalam
kebijakan perdagangannya. Negara dapat menggunakan dalih untuk
melindungi produk esensial pengekspor, menjaga keberlanjutan sektor
perikanan dan pertanian dalam negeri, serta melindungi pasal XX GATT
1994 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap produk impor yang
berlebihan. Selain itu, pembatasan kuantitatif dapat diterapkan untuk

menjaga keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Dengan
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demikian, negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan
pembatasan tesebut demi kepentingan nasional.™*°

Jika dikaitkan Kebijakan larangan ekspor nikel dengan prinsip
restriksi kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat pendekatan yang
berbeda dalam mengelola perdagangan Internasional. Sejatinya,
Indonesia tidak melanggar prinsip pembatasan kuantitatif, namun
Indonesia melakukan pembatasan secara kualitatif atas nikel tersebut.
Indonesia tidak membatasi jumlah nikel yang dapat di ekspor ke negara
konsumen, melainkan menetapkan persyaratan tertentu terkait kualitas
produk nikel yang akan diekspor. Pembatasan kualitatif Indonesia
terfokus pada persyaratan hilirisasi yang mengharuskan nikel diolah
menjadi produk jadi atau setengah jadi sebelum dapat diekspor. Dengan
melarang ekspor nikel mentah atau tidak diolah, Indonesia bertujuan
untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menggalang sektor industri
pengolahan dalam negeri. Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan
strategi perdagangan yang lebih berorientasi pada produk bernilai tambah
daripada sekadar menetapkan batasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa Indonesia tidak melanggar prinsip restrksi kuantitatif dalam

perdagangan Internasional.

. Perlindungan Melalui Tarif

Aturan dalam General Agreement On Tariffs and Trade Tahun

1994 memberikan kewenangan bagi negara-negara anggotanya untuk
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melindungi industri domestiknya melalui penerapan tarif, Tujuan utama
ketentuan pemberlakukan tersebut guna melindungi indsutri dalam
negeri dari dampak persaingan asing yang mungkin merugikan. Selain
itu, tujuan penetapan tarif untuk menarik pemasukan bagi negara. arif
yang dikenakan pada barang-barang impor dapat menjadi sumber
pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Meskipun aturan GATT
1994 memperbolehkan penggunaan tarif sebagai instrumen kebijakan
perdagangan, penggunaannya harus tetap mematuhi  ketentuan
GATT/WTO.*

Sejatinya, Kebijakan Larangan Eskpor Nikel Indonesia tidak
berkaitan dengan penerapan tarif dalam prinsip perdagangan
Internasional. Larangan eskpor nikel lebih mengarah terhadap
pembatasan kualitatif, dimana negara wajib melakukan pengolahan bijih
nikel menjadi produk jadi ataupun jadi sebelum dilakukannya kegiatan
ekspor. Tujuan antara prinsip penetapan tarif dengan Kebijakan Larangan
Ekspor Nikel jauh berbeda. Larangan Ekspor Nikel yang diterapkan oleh
Indonesia lebih bersifat mengarahkan pengolahan bijih nikel ke dalam
negeri sebelum diekspor, sementara penetapan tarif lebih terkait dengan
kebijakan fiskal dan proteksi terhadap industri dalam negeri.

Resiprositas
Prinsip resiprositas tercantum dalam preanbule (Pendahuluan)

GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan mengenai tarif atas
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dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip
resiporitas menciptakan dasar untuk terciptanya kesepakatan
perdagangan yang menguntungkan. Sejatinya, prinsip resiprositas
menjadi  landasan bagi pembentukan perjanjian  perdagangan
Internasional, seperti perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.**®
Sebagaimana dalam prinsip tersebut, sejatinya prinsip ini tidak berkaitan
dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. Larangan Ekspor
Nikel Indonesia lebih condong terhadap pembatasan kualitatif yang
mengharuskan bijih nikel dimurnikan terlebih dahulu sebelum adanya
kegiatan ekspor.
Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang

WTO memiliki ketentuan dalam perjanjiannya mengenai perlakuan
yang lebih khusus bagi negara-negara berkembang atau biasa disebut
dengan ketentuan special and differential treatmen (S&D). Sebagaimana
dalam ketentuan tersebut, WTO memberikan perlakuan yang lebih
khusus kepada negara-negara berkembang. Salah satu ketentuan yang
terkandung dalam S&D adalah pemberian periode waktu yang lebih lama
bagi negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan perjanjian-
perjanjian WTO. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan
diri dengan komitmen-komitmen perdagangan secara bertahap, sesuai
dengan tingkat perkembangan ekonomi mereka. Selain itu, terdapat

langkah-langkah  khusus yang dirancang untuk meningkatkan
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perdagangan bagi negara-negara berkembang. Pentingnya melindungi
kepentingan negara berkembang tercermin dalam prinsip bahwa seluruh
anggota WTO wajib melindungi negara-negara berkembang. Ini
mencakup memberikan dukungan dalam berbagai aspek, seperti
melibatkan mereka dalam pekerjaan WTO, membantu dalam menangani
sengketa, dan mendukung implementasi standar teknis. Tak kalah
pentingnya, terdapat aturan yang secara khusus berkaitan dengan negara
yang paling tidak berkembang. WTO memberikan perhatian khusus
terhadap kebutuhan dan kondisi unik negara-negara ini, yang sering kali
menghadapi tantangan pembangunan yang lebih besar. Dengan adanya
ketentuan Special and Differential Treatment, WTO berusaha
menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan inklusif,
memastikan bahwa manfaat dari sistem perdagangan global dapat
dirasakan oleh seluruh anggotanya, terutama negara-negara berkembang
dan yang paling tidak berkembang.™*

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk
memberikan perlakukan khusus bagi negara-negara berkembang.
Perlakukan khusus ini dapat digunakan untuk melindungi Sumber Daya
Alam, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendukung pembangunan
ekonomi dalam negeri. Sejatinya,Indonesia masih dianggap sebagai

negara berkembang. Klasifikasi negara dapat dikatakan berkembang
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ataupun maju dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya
ekonomi. Sebagaimana analisis data ekonomi menyebutkan Produk
Domestik Bruto pada tahun 2020 PDB sebesar 1,06 triliun dollar AS
pada tahun 2020. Sedangkan untuk PDB per Kapita sebesar 3.869 dollar
AS.™

Oleh karena itu, hilirisasi Nikel dalam bentuk mineral mentah
menjadi suatu langkah yang strategis yang diambil oleh Indonesia untuk
membawa Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan dan
mewujudkan cita-cita sebagai negara maju. Peningkatan nilai tambah
melalui hilirisasi mineral mentah, nikel menggambarkan komitmen
Indonesia terhadap prinsip Perlakukan Khusus Bagi Negara Berkembang
sebagaimana dalam prinsip Perdagangan Internasional. Dengan adanya
kegiatan hilirisasi, Indonesia akan mendapatkan manfaat ekonomi yang
lebih besar, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan keahlian
teknologi. Apabila langkah ini terus dikembangkanakan akan

menciptakan kemandirian ekonomi.

Oleh karena itu, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel yang diambil oleh

Indonesia dapat dianalisis melalui lima prinsip hukum perdagangan

Internasional antara lain Non diskriminasi; Transparency; Larangan Restriksi

(Pembatasan Kuantitatif); Perlindungan melalui Tarif; Resiprositas dan

Perlakukan khusus bagi negara sedang berkembang. Sebagaimana dalam lima
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prinsip tersebut, Kebijakan Larangan Ekspor Nikel telah selaras dengan prinsip
transparency, dan perlakukan khusus bagi negara berkembang. Selain itu,

kebijakan ini tidak melanggar prinsip restriksi kuantitatif.

Adapun prinsip yang pertama yaitu nondiskriminasi, sebab kebijakan
tersebut tidak bersifat diskriminatif terhadap negara-negara tertentu. Kedua,
prinsip transparansi, Indonesia telah menerapkannya dengan mempublikasikan
aturan terkait pertambangan mineral dan batubara, memberikan gambaran jelas
mengenai langkah-langkah yang diambil sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga, larangan restriksi
kuantitatif, Indonesia tidak secara langsung melanggar, karena tidak ada
batasan kuantitatif pada kouta ekspor Nikel, tetapi lebih fokus pada
pembatasan kualitas bijih nikel melalui hilirisasi.  Selanjutnya, prinsip
perlindungan melalui tarif dan resiprositas tidak relevan dalam konteks
larangan ekspor Nikel, sebab kebijakan tersebut tidak melibatkan penerapan
tarif atau pertimbangan resiprositas. Terakhir, prinsip perlakuan khusus bagi
negara sedang berkembang. Prinsip ini selaras dengan posisi Indonesia saat ini
yaitu sebagai negara berkembang. Dalam konteks ini, Larangan Ekspor Nikel
mencerminkan perlakuan khusus yang diambil oleh Indonesia guna

mendukung pembangunan ekonomi dan industri dalam negeri.

Pembatasan yang diamanatkan oleh Indonesia, sebagaimana dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
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Batubara serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
Agreement Establishinh  The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Perdagangan Dunia) dapat diuraikan menjadi dua pokok penting.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 102 dan 103 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemegang IUP ataupun IUPK
diwajibkan untuk melakukan pemurnian hasil tambang sebelum melakukan
ekspor produk. Lebih lanjut, peraturan mengenai kadar nikel diatur dalam
padal 45 dan pasal 46 Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara. Penting untuk dicatat bahwa aturan yang mengatur kadar dalam

ekspor Nikel dalam bentuk mineral mentah telah dihapuskan sejak tahun 2019.

Sejak tahun 2020, Indonesia tidak lagi melakukan ekspor Nikel dalam
bentuk mentah sesuai dengan perubahan regulasi. negara ini terus menerapkan
kebijakan untuk melakukan ekspor Nikel setelah melalui proses pengolahan
menjadi barang jadi atau setengah jadi. Langkah ini mencerminkan komitmen
Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri pertambangan,
selain itu juga sejalan dengan tujuan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang
berkelanjutan. Landasan utama Indonesia menerapkan Kebijakan Larangan
Ekspor Bijih Nikel serta kewajiban guna melakukan program hilirisasi
pertambangan merupakan amanat dalam Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa

“bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

85



oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.'*!
Bahwasanya, Sumber Daya Alam yang terkandung di suatu negara akan
dikuasai oleh negara. Makna “dikuasai” menurut Mohammad Hatta bahwa
negara mempunyai peran dalam menyusun Kkebijakan serta melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap kekayaan yang dikuasai negara. Salah
satu kekayaan alam yang terkandung di negara yaitu hasil tambang seperti bijih

Nikel.*??

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) merupakan landasan
hukum yang mengatur prinsip-prinsip perdagangan Internasional di Indonesia.
Sejatinya, Indonesia tidak melanggar prinsip restriksi kuantitatif sebagaimana
yang di tuduhkan Uni Eropa kepada Indonesia. Dalam gugatan di WTO
Indonesia dianggap melanggar prinsip perdagangan Internasional Pembatasan
restriksi kuantitatif. Namun Indonesia telah memenuhi prinsip transparansi
peraturan perundang-undangan dan juga prinsip perlakukan khusus bagi negara
berkembang. Sebagaimana dalam analisis tersebut, Sejatinya pendekatan
Indonesia terhadap ekspor Nikel tidak semata-mata terfokus pada pembatasan
kuantitatif jumlah ekspor Nikel. Lebih tepatnya, Indonesia menerapkan
pendekatan kebijakan yang lebih fokus terhadap kualitas Nikel sebelum

diekspor. Peningkatan kualitas Nikel dilakukan melalui program hilirisasi

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Eka Hidayati, “Kekayaan yang Dikuasai Negara vs. Kekayaan yang Dimiliki Negara,”
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (blog), 16 Maret 2021, diakses pada 10 November
2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13760/Kekayaan-yang-
Dikuasai-Negara-vs-Kekayaan-yang-Dimiliki-Negara.html
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industri. Sehingga dapat ditarik poin utama, bahwa Indonesia tidak semata-
mata melanggar prinsip pembatasan resktriksi kuantitatif terhadap jumlah

produk yang akan di ekspor.

B. Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Sebagai Sumber Daya Alam Perspektif
Maslahah Imam Al-Ghazali
Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Sebagaimana dalam
surat Al-Anbiya Ayat 107 yang artinya “Dan tidaklah kami utus engkau
melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam”. Sesungguhnya tujuan pokok
disyariatkan nya hukum islam yakni guna menjaga kemaslahatan manusia
didunia maupun diakhirat serta guna menghindarkan kesulitan atau menarik
manfaat dan menolak kemudharatan, yang dalam istilah ushul figh disebut

dengan magashid al-syariah atau maslahah.'*®

Disamping itu, apabila dikaitkan dengan penerapan hukum positif di
Indonesia, pemerintah selaku pemegang kebijakan memiliki hak untuk
mengambil keputusan, penetapan kebijakan tersebut harus memperhatikan

aspek kemaslahahatan. Terdapat kaidah Figh yang menyatakan:

asliadly b3 8 fe NERNIN%

2 Alaiddin, llmu Figh dan Ushul Figh, 120.
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“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan

kemaslahatan **.

Sebagaimana dalam kaidah tersebut, keputusan pemimpin dalam suatu
pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakatnya.
Seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap apa
yang dipimpinnya. Salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin

adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan.**

Abd Al-Karim Zaidan seorang tokoh dan pemikir islam menegaskan
tiga poin utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu : Melayani
orang-orang yang berada dibawah kepemimpinannya; menegakkan keadilan

dan merealisasikan kemaslahatan umat manusia.*?

Sesungguhnya, sumber
kaidah ushul figh tersebut berasal dari fatwa Imam Al Asy-Syafi,i yang
menyatakan bahwa kedudukan imam terhadap rakyat nya adalah seperti
kedudukan wali terhadap anak yatim. Fatwa Imam Al-Syafi'i berasal dari
fatwa Umar Bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id Bin Mansyur dari Abu
Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra™ bin Azib yang menegaskan bahwa seorang
wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Oleh
karena itu, seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada

kedamaian dan dalam memerintahkannya mengutamakan kemaslahatan

rakyatnya.

** Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fighiyah ( Kaidah-Kaidah Figh), 110.

%> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih:
Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” Al-Daulah Vol.10 No.2 (2021): 126.

126 |drus, 127.
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Kaidah Ushul figh diatas, menunjukkan bahwa keputusan pemimpin
pemerintah wajib berorientasi terhadap kebaikan rakyatnya. Pemimpin
merupakan seseorang Yyang memiliki kekuasaan terhadap apa yang
dipimpinnya, salah satu kekuasaan yang didapatkan nya adalah memutuskan
perkara dan menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan aspek
maslahah.”” Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan aturan yang
dikeluarkan pemerintah dengan tujuan menjaga kesejahteraan. Presiden Joko
Widodo selaku Presiden Indonesia menjelaskan dalam pidato nya bahwa
larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel bertujuan untuk meningkatkan

roda perekonomian dan kesejahteraan rayat.

Tujuan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel selaras dengan prinsip
Maslahah, vyaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghalau madharat

(dampak buruk). Adapun kaidah Figh yang menyebutkan :
b s s iz

“Menolak kemafsadatan didahulukam daripada meraih kemaslahatan™
Dalam kaidah tersebut menegaskan, apabila terdapat dua pilihan antara
menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan harus didahulukan menolak
kemafsadatan. Sesungguhnya, dengan menolak kemafsadatan terlebih dahulu

akan mendatangkan kemaslahatan."?®

Adapun maksud dari kaidah figh diatas
menegaskan bahwa menghindari kerusakan memiliki prioritas yang lebih tinggi

daripada mencapai manfaat atau kebaikan. Salah satu madharat yang dihindari

7 1drus, 127-29.
28Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 164.
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adalah menipisnya cadangan bijih nikel akibat eksploitasi besar-besaran oleh
perusahaan pertambangan. Sedangkan untuk manfaat yang dimaksud adalah
peningkatan ekonomi negara.

Adapun konsep Maslahah yang diadopsi mengacu terhadap pada
pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustashfa
menyebutkan maslahah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu Maslahah
dharuriyat, maslahah hajiyat dan maslahah tahsiniyat. Pertama, Maslahah
Dharurat (primer) harus mengandung lima pokok tujuan syara’ yaitu hifzu al-
din (memelihara agama), hifzu al-nafs (memelihara jiwa), hifzu al- ‘agl
(memelihara akal), #ifzu al-nasl (memelihara keturunan), hifzu  al-mal
(memelihara harta). Tingkatan kedua, yaitu maslahah hajiyat (Sekunder),
maslahah ini dihajatkan oleh manusia guna menghilangkan kesulitan dan
menolak segala halangan atau guna memudahkan urusan manusia. Selanjutnya,
tingkatan ketiga yaitu maslahah Tahsiniyat yang memiliki tujuan untuk
memperindah atau mempercantik untuk mencapai keistimewaan/kemewahan.
Dengan demikian, konsep Maslahah menurut Imam Al-Ghazali tidak hanya
berkaitan dengan pemeliharaan kebutuhan pokok dan keamanan, tetapi juga
melibatkan aspek keindahan dan keistimewaan dalam kehidupan manusia.*”

Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali jika dikaitkan dengan
penerapan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia maka maslahah
yang selaras yaitu maslahah hajiyat (sekunder).”*® Terdapat poin utama dalam

maslahah hajiyat yaitu menghilangkan kesulitan dan memudahkan urusan

» Al-Ghazali, Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min limi Al-Ushul, 565-66.
9 Alaiddin, Ilm u Figh dan Ushul Figh, 123.
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manusia, jika dikaitkan dengan Kebijakan Larangan Ekspor Nikel upaya
pemerintah dalam melakukan hilirisasi nikel bertujuan untuk memudahkan

urusan manusia.

Nikel merupakan kekayaan alam atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Faathir Ayat 27:
A5 0y b 3a Jud e PR RWCA ok ey WA D G L e ST A O 5 e

® 5 s i

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu
kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya,
dan diantara gunung-gunung itu meliputi ada garis-garis putih dan merah

vang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat”

Sebagaimana dalam tafsir ayat tersebut, yang dimaksud dengan garis-garis
putih dan merah merupakan emas, tembaga dan perak. Sedangkan yang
berwarna hitam pekat merupakan batubara.” Dalam sistem ekonomi Islam,
harta adalah materi yang kepemilikan mutlaknya berada ditangan Allah dan
pengelolaannya ditangan manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat

Al-Hadid ayat 57:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan Nafkahkanlah sebagian
harta mu yang telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

131

Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, 44.
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beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya
memperoleh pahala besar” (Q.S. Al.Hadid Ayat 57)."*

Sebagaimana dalam prinsip maslahah hajiyat, Sumber Daya Alam wajib
dikelola dengan baik agar dapat mengantarkan manusia dalam memudahkan

urusannya.'*

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan langkah untuk
mengatasi kesulitan yang akan timbul akibat eksploitasi Sumber Daya Alam,
nikel yang berlebihan. Dengan mencegah ekspor yang tidak terkendali,
pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan jangka panjang
masyarakat setempat, menghindari kerusakan lingkungan, dan menjaga
keberlangsungan Sumber Daya Alam. Salah satu tujuan utama Larangan
Ekspor Nikel yaitu meningkatkan ekonomi nasional. Upaya pemerintah untuk
memberikan kemudahan kepada rakyat yaitu dengan mendorong hilirisasi
industri guna menjaga keberlangsungan Sumber Daya Alam, termasuk
cadangan nikel di Indonesia. Cadangan Nikel memiliki peran strategis dalam
menjaga kelangsungan industri dan pendapatan negara. Indonesia, sebagai
salah satu produsen Nikel terbesar di dunia. Sehingga, Indonesia memiliki
peran yang penting dalam Perdagangan Internasional, khususnya pasar Nikel
global. Pada tahun 2019, kontribusi produksi Nikel Indonesia mencapai

800.000 ton atau 29,6% dari total produksi di dunia. Sementara negara-negara

2 Andi Iswandi, “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam,” Salam: Jurnal
Filsafat dan Budaya Hukum, 2021, 29, https:www.academia.edu/9964013.

Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” Elastisitas —

Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 3 No 2 (2021).
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seperti Australia, Afrika Selatan, Federasi Rusia dan Kanada menguasai lebih

dari 50% produk nikel global.™*

Lebih lanjut, Faishal Bashri selaku Ekonom dan Politikus Indonesia
telah menyoroti masalah potensial dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam
(SDA), khususnya yang berkaitan dengan cadangan bijih Nikel. Menurutnya,
terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yakni keterbatasan cadangan
Nikel, penggunaan bijih Nikel, dan pengelolaan bijih Nikel. Kondisi cadangan
Nikel Indonesia yang memiliki kandungan kadar tinggi menunjukkan masa
yang terbatas. Sebagaimana dalam data Badan Geologi Kementerian ESDM
Per 2021, menunjukkan data Sumber Daya Nikel mencapai 17,68 miliar ton
dengan cadangan 5,24 miliar ton. Sementara sumber daya logam Nikel

mencapai 177 juta ton dengan cadangan 57 juta ton.

Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran bahwa cadangan
Nikel kadar tinggi diperkirakan hanya dapat bertahan selama 15 tahun,
sementara cadangan Nikel kadar rendah dapat mencapai 34 Tahun.*> Bahkan,
bijih Nikel kadar tinggi yang digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat
(NPI) diperkirakan dapat habis dalam waktu sekitar 6 tahun, sebagaimana
diungkapkan oleh  Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Perlu

diketahui, bijih Nikel kadar tinggi sebesar 1,7% digunakan untuk bahan baku

* Indonesia — Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel Wt/Ds592/R.

%> Wakil Presiden Republik Indonesia, “Respons Informasi Cadangan Nikel RI Menipis, Wapres
Pastikan Pemerintah,” Agustus 2023, diakses 17 November 2023
https://www.wapresri.go.id/respons-informasi-cadangan-nikel-ri-menipis-wapres-pastikan-,
pemerintah-lakukan-penelitian-menyeluruh/.
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baja tahan karat (NPI), sedangkan bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7%

digunakan untuk produk baterai kendaraan listrik."

Dengan data dari Badan Geologi tersebut, terlihat jelas bahwa
Indonesia dihadapkan pada tantangan terkait pemanfaatan bijih Nikel. Badan
Geologi juga menyajikan informasi yang menggambarkan Kketerbatasan
cadangan nikel di Indonesia. Hal ini, menjadi panggilan untuk pemerintah
untuk mengelola Sumber Daya Alam dengan cara melakukan hirilisasi.
Sebelumnya, Indonesia melakukan ekspor mineral mentah yang berdampak

pada penipisannya cadangan bijih Nikel.

58" il OS5kl 532 19 2 40T &)

Dan Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. (Q.S Al-Isra 26-

27).

Sebagaimana dalam ayat tersebut, umat muslim dianjurkan untuk bijak dalam
mengelola harta. Ekspor nikel dalam bentuk mentah dapat dianggap sebagai
pemborosan Sumber Daya Alam yang berharga. Dengan demikian, salah satu
upaya yang tepat untuk menghindari pemborosan yaitu dengan menerapkan

hilirisasi nikel.

136

Lili Handayani, “Kementerian ESDM Menampik Anggapan Cadangan Nikel Habis 6 Tahun

Lagi,” Media Nikel Indonesia (blog), 7 November 2023, diakses pada 17 November 2023
https://nikel.co.id/2023/11/07/kementerian-esdm-menampik-anggapan-cadangan-nikel-habis-6-
tahun-lagi/.
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Kebijakan hilirisasi memiliki dampak positif terhadap perekonomian
negara. Larangan Ekspor Bijih Nikel menjadi salah satu inisiatif pemerintah
Indonesia untuk mencapai kemandirian ekonomi melalui pengeloaan Sumber
Daya Alam (SDA), termasuk Nikel dengan optimal. Upaya pemerintah fokus
terhadap pemurnian Nikel sebelum ekspor. Tindakan tersebut memberikan
nilai tambah pada produk Nikel dan berpotensi meningkatkan harga jualnya.
Dampak positif dari adanya penerapan kebijakan Larangan Ekspor Nikel
terbukti nyata berkontribusi terhadap pendapatan negara sebagaimana
tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2022. Sebagaimana
dalam data tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mengekspor
sebesar 777,4 ton Nikel yang telah melalui proses pemurnian, mencapai
peningkatan sebesar 367% (year-on-year/yoy) dibanding tahun 2021.
Tiongkok, sebagai negara konsumen terbesar nikel Indonesia, tahun 2022
Tiongkok menerima ekspor Nikel 661,7 ribu ton. Selain Tiongkok, terdapat
beberapa negara konsumen antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia,

Norwegia, India, Singapura, Hongkong, Belgia, dan Timor Leste.*’

Berdasarkan data tersebut menunjukkan Indonesia tidak membatasi
secara kuantitatif jumlah nikel yang telah melalui proses hilirisasi untuk
diekspor ke negara konsumen. Selain itu, dengan peningkatan tersebut terdapat
potensi pengembangan pelaku industri dalam pemurnian Nikel. Hal ini tidak

hanya memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi negara, tetapi

Y7 Adi Ahdiat, “Ekspor Nikel Indonesia Meroket pada 2022, Rekor Tertinggi Sedekade,”
Databoks (blog), 6 Juli 2023, diakses pada 17 November 2023,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-indonesia-meroket-pada-
2022-rekor-tertinggi-sedekade.

95



juga akan menjadi langkah dalam mencapai kemandirian ekonomi dan

pengelolaan berkelanjutan terhadap Sumber Daya Alam (SDA).

Penerapan hilirisasi Nikel di Indonesia memberikan dampak positif
terhadap pendapatan negara, khususnya Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Adapun perbandingan antara nilai produk pertambangan dalam
bentuk mineral mentah dengan produk yang telah melalui proses hilirisasi
menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi.
Febri Antoni Arif selaku Juru Bicara Kementerian Perindustrian memberikan
gambaran tentang nilai nikel dalam bentuk ore yang diharagai sebesar
USD30/Ton. Namun, ketika nikel telah diproses dalam negeri dan menjadi
Nikel Pig Iron (NPI) maka harga akan naik 3,3 kali menjadi USD90/Ton.
Lebih lanjut, seperti pengolahan bijih nikel —menjadi Ferronikel dapat
meningkatkan harganya hingga 6,76 kali atau mencapai USD203/Ton. Bahkan,
apabila hilirisasi terus dengan menghasilkan Nikel Matte, maka nilai

138

tambahnya akan melonjak naikmenjadi 43,9 kali atau USD3.117/ton.

Presiden Indonesia menegaskan bahwa hilirisasi  bijih  Nikel
memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara. Pernyataan ini
disampaikan ketika menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang merilis data peningkatan

pungutan pendapatan negara dari pajak. Pada saat Indonesia melakukan ekspor

%8 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Hilirisasi Nikel di Indonesia, Kemenperin

Buka Suara,” Agustus 2023, diakses 17 November 2023,
https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia,-Kemenperin-Buka-Suara.
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nikel dalam bentuk mentah pendapatan hanya mencapai Rp 31 Triliun.
Sedangkan, pada tahun 2022 ekspor nikel mencapai 510 Triliun.™
Sebagaimana hasil dari data tersebut, menunjukkan bahwa harga bijih Nikel
yang telah melalui proses hilirisasi/pemurnian meningkat secara signifikan.
Dengan pencapaian yang luar biasa, program hilirisasi bijih Nikel secara
keseluruhan mencerminkan bahwa pengolahan Sumber Daya Alam dalam
negeri dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan nilai
tambah, menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pendapatan

negara.

Kebijakan Larangan Ekspor Nikel tidak hanya meningkatkan
perekonomian negara, namun juga meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat dan mempermudah urusan manusia sebagaimana dalam konsep
maslahah hajiyat. Dengan adanya aturan mengenai Larangan Ekspor Nikel,
perusahaan pertambangan gencar untuk membangun smelter. Dampak
pembangunan smelter tidak hanya melibatkan aspek ekonomi namun juga
aspek sosial. Kebijakan ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.
Sehingga dapat menggurangi jumlah pengangguran dan memberikan

kesempatan peningkatan ekonomi masyarakat.

Tambahan pula, Roy Arman Arfandi selaku Presiden Direktur Tri

Megah Bangun Persada (Harita Nikel) mengungkapkan bahwa hingga tahun

3 Akbar Evandio, “Jokowi Pamer ke APINDO Soal Keuntungan Hirilisasi Nikel,” Breaking news
(blog), 31 Juli 2023, diakses 17 November 2023

https://ekonomi.bisnis.com/read/20230731/44/1680010/jokowi-pamer-ke-apindo-soal-keuntungan-

hilirisasi-nikel.
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2023, smelter yang dibangun telah menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu
karyawan. Menariknya, 85% dari total karyawan adalah Warga Negara
Indonesia, dan 50% diantara nya berasal dari Maluku (warga setempat
smelter).*® Apabila dibandingkan paada tahun 2022, PT Harita Nikel hanya
menyerap 1.200 pekerja, kemudian di akhir tahun merekrut karyawan kembali
sebesar 600 karyawan. Hal ini diungkapkan oleh Stevi Thomas (Head of
External Relations Harita Nickel). Sementara pada tahun 2021, PT Harita
Nikel hanya merekrut sekitar 700 karyawan dan diutamakan dari warga
lokal.*** Sebagaimana dalam data tersebut, pembangunan nikel yang dilakukan

membuka lapangan pekerjaan.

Tidak hanya di Maluku, pembangunan smelter di wilayah Sulawesi
juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Deputi Bidang
Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyoroti fakta bahwa mayoritas
investasi hilirisasi di wilayah Sulawesi dan Halmahera memiliki gap yang
signifikan dengan pulau jawa dalam aspek perekonomian. Contoh konkret
dampak hilirisasi Nikel di wilayah Sulawesi dan Halmahera dapat terlihat dari
keberhasilan PT Indonesia Marowali Industrial Park (IMIP) berhasil
menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 74,7 ribu orang. Selain penciptaan
lapangan pekerjaan, investasi hilirisasi Nikel juga memberikan dampak yang

signifikan pada penurunan angka kesenjangan pendapatan, yang diukur dengan

Nikel:Sang Komoditas Primadona Baru, Menuju Indonesia Maju (Maluku: CNN Indonesia,

2023), https://www.youtube.com/watch?v=sXR-Olbmg-8.

! Media Nikel Indonesia, “Harita Nickel Melaksanakan Roadshow Rekrutmen untuk Tenaga
Kerja Lokal,” Media Nikel Indonesia (blog), Oktober 2022, https://nikel.co.id/2022/10/25/harita-
nickel-melaksanakan-roadshow-rekrutmen-untuk-tenaga-kerja-lokal/ Diakses pada 29 Februari
2024.
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koefisien. Misalnya, di Sulawesi Tengah dan Halmahera, dampak positif ini
terlihat dengan penurunan angka koefisien gini dari 37,2% dan 32,5% pada
tahun 2014 menjadi 30,8% dan 27,9% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan
bahwa investasi ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga

mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut.**

Gambar 3.2

Presentase Kemiskinan di Wilayah Penghasil Nikel

PERSENTASE KEMISKINAN TURUN
DI WILAYAH PENGHASIL NIKEL

SUMBER: 8PS
W Data tahun 2015 W Data tahun 2023
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Morowali, Halmahera Tengah, Konawe,
Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Tenggara {’- ]
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Contoh yang ketiga, sebagaimana data dalam Badan Pusat Statistik
tahun 2015-2023, hilirisasi berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan
di wilayah nikel. Angka kemiskinan di Morowali dari 15.80% - 12,31%;
Halmahera Tengah, Maluku Utara dari 15,23% - 11.44%; dan di Konowe,

Sulawesi Tenggara dari 16.09% - 13.02%."*

2 Dendi Siswanto, “Pemerintah Klaim Hilirisasi Nikel Serap Ribuan Tenaga Kerja,”

Kontan.Co.ld., Agustus 2023, diakses 17 November 2023,
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-klaim-hilirisasi-nikel-serap-ribuan-tenaga-kerja.
3 “Fact Check - Hilirisasi Nikel Ugal-Ugalan?,” Metro TV, 3 Februari 2024,
https://youtu.be/D_MIHSFxIPU?si=KRFgd1pP9RVsF_L2.
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Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor nikel dan pembangunan
smelter dapat diartikan sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip
memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi masyarakat
sebagaimana dalam konsep maslahah hajiyat (sekunder). Karena, dengan
adanya kebijakan larangan ekspor nikel, perusahaan pertambangan dengan
gencar membangun smelter. Implikasinya sangat dirasakan oleh masyarakat
lokal, yaitu adanya pembukaan peluang kerja yang meningkat dan menurunkan

kesenjangan ekonomi.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Kebijakan Larangan Ekspor Nikel

sebagai Sumber Daya Alam Perspektif Maslahah  dapat ditarik dua

kesimpulan, yaitu :

1. Pembatasan yang diamanatkan Indonesia sebagaimana dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishinh The World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia)
terdapat dua pokok penting. Pertama, pembatasan yang dilakukan
Indonesia merupakan amanat pasal 102 dan 103 yang menegaskan bahwa
perusahaan pertambangan yang memiliki IUP/IUPK wajib melakukan
peningkatan nilai produk melalui program hilirisasi/pemurnian Nikel.
Kemudian ketentuan kadar Nikel dalam bentuk mentah telah dihapuskan,
hal ini diatur dalam Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan
Batubara. Kebijakan ini berdampak terhadap kepentingan Nasional dan
Internasional. Dampak terhadap Nasional yaitu dapat meningkatkan
pendapatan negara, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan
kesejahteraan. Sedangkan dampak Internasionalnya, Uni Eropa merasa

dirugikan. Namun, Jika dikaitkan dengan prinsip perdagangan
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Internasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishinh The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia), Indonesia
telah memenuhi prinsip transparency, dan perlakukan khusus bagi negara
berkembang. Sejatinya, Indonesia tidak melanggar prinsip pembatasan
kuantitatif dalam perdagangan Internasional sebagaimana yang digugat
oleh Uni Eropa. Faktanya, Indonesia tidak membatasi jumlah Nikel yang
akan di ekspor ke negara konsumen. Namun, Nikel dapat diekspor apabila
telah melalui proses hilirisasi (pemurnian) sehingga menjadi barang jadi
ataupun setengah jadi. Berdasarkan analisis diatas, Indonesia lebih
melakukan pembatasan terhadap kualitas Nikel.

. Kebijakan Larangan Ekspor Nikel merupakan tindakan guna menjaga
kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana dalam teori Imam Al-Ghazali,
maslahah yang digunakan terdapat dalam tingkatan kedua, yaitu maslahah
hajiyat (sekunder) tujuannya untuk menghilangkan kesulitan dan
mempermudah umat manusia. Dengan adanya kebijakan larangan ekspor
nikel memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya wilayah
nikel. Kebijakan larangan ekspor dan kewajiban hilirasi membuat
perusahaan pertambangan untuk membangun smelter, dampaknya dapat
membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kesenjangan sosial.
Kedua, Penerapan hilirisasi memberikan dampak positif terhadap
perekonomian negara. Faktanya, dengan hilirisasi dapat meningkatkan

harga jual Nikel.
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B. Saran
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah melakukan pembatasan perizinan terkait pembangunan smelter
di Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak melakukan hilirisasi produk
nikel secara berlebihan. Selain itu, pemerintah harus lebih ketat terhadap
memberikan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak memiliki
IUP/IUPK (llegal). Terakhir, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan
pertimbangan pemerintah untuk melakukan banding ke World Trade

Organization atas gugatan Uni Eropa kepada Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Pertambangan

Perusahaan pertambangan wajib lebih memperhatikan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) bagi karyawan perusahaan, sehingga dapat
meminimalisir kecelakaan kerja; Perusahaan pertambangan juga harus

memperhatikan aspek lingkungan /tata kelola di wilayah pertambangan.

103



DAFTAR PUSTAKA
Kitab

Al-Quran

Al-Ghazali, Imam. Al-Mustashfa Terjemahan Kitab Al-Mustashfa Min Iimi Al-
Ushul. Jakarta Timur: Pustaka Al -Kautsar, 2022.

Buku

Agusman, Damos Dumoli. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan
Praktik Indonesia. Sabda Ali Mifk. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Alaiddin, Koto. Ilmu Figh dan Ushul Figh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Arif, Irwamdy. Nikel Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2022.
Datanesia. Separuh Jalan Hilirisasi Nikel. Tangerang: White Paper, 2023.
Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Ibrahim, Duski. Al-Qawa’id Al-Fighiyah ( Kaidah-Kaidah Figh). Palembang:
Noerfikri, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Moeliono, Tristam Pascal, John Lumbantobing, Nikel Prawesti, dan Adityo Vito
Ramon. Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Indonesia.
Bandung: UNPAR PRESS, 2018.

Nugroho, Riant. Kebijakan Publik : Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Elex
Media Komputindo, 2018.

Ramadhan, Tri Sugiarti, Nanik Wahyuningtyas, dan M Mustagim. Unserstanding
The Export And Import Process. Purbalingga: Eureka Media Aksara,
2023.

104



Rumapea, Tumpal. Kamus Lengkap Perdagangan Internasional. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Salim. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika,
2012.

Sood, Muhammad. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Press,
2011.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo,
2003.

Sutedi, Adrian. Hukum Ekspor Impor. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses (Penebar
Swadaya Grup), 2014.

Syarifuddin, Amir. Ushul Figh. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tamrin, Dahlan. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah). Malang:
UIN MALIKI PRESS, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak. Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya
Dengan Pembaharuan Hukum Islam). Banda Aceh: Turats, 2017.

Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta:
Kencana, 2021.

Tesis/Skripsi/Jurnal Imiah

Abrar, Ahmad Nugraha. “Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan
Kewajiban Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dan Batubara Di
Indonesia.” Dharmasisya Vol.2 No.1 (2022): 13-28.

Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali.” DIKTUM: Jurnal
Syariah dan Hukum 18 Nomor 1 (2020).
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750

105


https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/663/750

Hadad, Hanina Husin, dan Huala Adol. “Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia
Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional.” Mimbar Hukum Vol
34.No 2 (2022). https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686.

Hassanah, Nur Farra Ai'N. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan
Internasional Terkait Pembatasan dan Larangan Ekspor Oleh World
Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni
Eropa.”  Universitas Muhammadiyah  Sumatera Utara, 2021.

https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925.

Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif
Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah.” Al-Daulah
Vol.10 No.2 (2021).

Ilham, Muhammad. “Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization
Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang dan Implementasinya (Studi
Kasus Sengketa DS-592- Measures Relating To Raw Materials).”
Universitas Jambi, 2023.

Irwan, Muhammad. “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid
Syariah.” Elastisitas — Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 3 No 2 (2021).

Iswandi, Andi. “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam.”
Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2021.
https:www.academia.edu/9964013.

Krustiyati, Dr Atik. “Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel
Antara Indonesia dan Uni Eropa,” 30 Maret 2023, 121-33.

Ndruru, Anambowo, dan Ibnu Zulian. “Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah
Indonesia terhadap Uni Eropa 2019-2021.” JoGP (Journal of Global
Perspective) Vo I. 1 No. 1 (1 Juni 2023): 58-67.

106


https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686
https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925

Nursyabani, Nisya, dan Dr Irawati. “Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan
Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekpor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum
Perdagangan Internasional (GATT-WTO)” 3, no. 1 (2023).

Pratiwi, Pingki. “Environment Social Governance Dalam Implementasi
Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia.”
Universitas Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PING
KI1%20PRATIWI1%20-%20FSH.pdf.

Radhica, Dicky Dwi, dan Raden Ambara Arya Wibisana. “Proteksionisme Nikel
Indonesia dalam Perdagangan Dunia” 7 (2023): 77-84.

Rahman, Noor Naemah Abdul. “Relevenasi Teori Al-Maslahah Menurut Al-
Syatibi Dalam Menangani Isu Pengobatan Masa Kini.” Ar-Risalah 13
Nomor 1 (2017).

Redi, Ahmad. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam
Dynamics of State Control Concept on Natural Resources.” Jurnal
Konstitusi 12 Nomor 2 (2015).
https://media.neliti.com/media/publications/114478-1D-dinamika-

konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf.

Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. “Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian
Internasional Terhadap Hukum Nasional.” Lex Et Societatis V11 (2020).
https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468.

Wijaya, Lovina Meyresta, Muhammad Igbal Fasa, dan Suharto. “Etika
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam.”
Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP) Vol 4 No.4
(2022). https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804

107


https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf
https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804

Peraturan Perundang-Undangan
General Agreement On Tariffs And Trade 1994.

Indonesia — Measures Relating To Raw Materials Report Of The Panel
WT/DS592/R, Pub. L. No. World Trade Organization (WTO), (22-8906)
(2022).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (2018).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun
2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan

Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas
Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Internet

Ahdiat, Adi. “Ekspor Nikel Indonesia Meroket pada 2022, Rekor Tertinggi
Sedekade.” Databoks (blog), 6 Juli 2023.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/06/ekspor-nikel-

indonesia-meroket-pada-2022-rekor-tertinggi-sedekade.

108



Anam, Khairul. “26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia”, CNBC
Indo{Citation}nesia, 13 Juli 2023, diakses pada 12 Agustus 2023.”
CNBC Indonesia. 26% Cadangan Nikel di Dunia Berasal Dari Indonesia
(blog), 13 Juli 2023.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713094715-4-
453887/beneran-kaya-26-cadangan-nikel-dunia-berasal-dari-indonesia.

Badan Pusat Statistik. “Produksi Barang Tambang Mineral 2019-2021,” 2023.
https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-

mineral.html.

CNN Indonesia. “Fakta Hilirisasi Nikel yang Digalakkan Jokowi.” CNN
Indonesia (blog), 2021.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814130327-85-
535728/fakta-hilirisasi-nikel-yang-digalakkan-jokowi.

Evandio, Akbar. “Jokowi Pamer ke APINDO Soal Keuntungan Hirilisasi Nikel.”
Breaking news (blog), 31 Juli 2023.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230731/44/1680010/jokowi-pamer-

ke-apindo-soal-keuntungan-hilirisasi-nikel.

“Fact Check - Hilirisasi Nikel Ugal-Ugalan?” Metro TV, 3 Februari 2024.
https://youtu.be/D_MIHSFxIPU?si=KRFgd1pP9RVsF_L2.

Fadilah, Ilyas. “Hirilisasi.”  Detikfinance  (blog), = Oktober  2023.
https://finance.detik.com/kamus/hilirisasi-d-6999281.

Handayani, Lili. “Hilirisasi Berikan Kontribusi Positif pada Capaian Realisasi
Investasi Triwulan III 2023.” Media Nikel Indonesia (blog), Oktober
2023. https://nikel.co.id/2023/10/20/hilirisasi-berikan-kontribusi-positif-

pada-capaian-realisasi-investasi-triwulan-iii-2023/.

Hidayati, Eka. “Kekayaan yang Dikuasai Negara vs. Kekayaan yang Dimiliki
Negara.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia (blog), 16 Maret
2021. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-

109



artikel/13760/Kekayaan-yang-Dikuasai-Negara-vs-Kekayaan-yang-
Dimiliki-Negara.html.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. “Hilirisasi Nikel di Indonesia,
Kemenperin Buka Suara,” Agustus 2023.
https://kemenperin.go.id/artikel/24251/Hilirisasi-Nikel-di-Indonesia, -

Kemenperin-Buka-Suara.

Media Nikel Indonesia. “Harita Nickel Melaksanakan Roadshow Rekrutmen
untuk Tenaga Kerja Lokal.” Media Nikel Indonesia (blog), Oktober
2022. https://nikel.co.id/2022/10/25/harita-nickel-melaksanakan-

roadshow-rekrutmen-untuk-tenaga-kerja-lokal/.

Muliawati, Firda Dwi. “Jumlah Smelter Nikel di RI Tembus 116 Unit.” CNBC
Indonesia (blog), Oktober 2023.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20231019133409-4-
481968/sudah-kebanyakan-jumlah-smelter-nikel-di-ri-tembus-116-unit.

Nikel:Sang Komoditas Primadona Baru, Menuju Indonesia Maju. Maluku: CNN

Indonesia, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=sXR-0Olbmg-8.

PUSHEB. “Nasib Hilirisasi Mineral dan Batubara Pasca UU Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Minerba dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.” Pusat Studi Hukum dan Pertambangan (blog), 28 April 2023.
https://pushep.or.id/nasib-hilirisasi-mineral-dan-batubara-pasca-uu-
nomor-3-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-uu-nomor-4-tahun-2009-
tentang-pertambangan-minerba-dan-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-

cipta-kerja/.

Redaksi OCBC NISP. “WTO: Sejarah, Tugas, Tujuan dan Dampaknya bagi
Indonesia,” Agustus 2023.
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/wto-adalah.

110



Sekolah Tinggi Komputer dan Elektronika. “‘Nikel.”” Ensiklopedia Dunia. Nikel
(blog), Maret 2022.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nikel#cite_note-11.

Siswanto, Dendi. “Pemerintah Klaim Hilirisasi Nikel Serap Ribuan Tenaga
Kerja.” Kontan.Co.Id. Kontan.Co.ld.  (blog), Agustus 2023.
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-klaim-hilirisasi-nikel-
serap-ribuan-tenaga-kerja.

Wakil Presiden Republik Indonesia. “Respons Informasi Cadangan Nikel RI
Menipis, Wapres  Pastikan ~ Pemerintah,”  Agustus 2023.
https://www.wapresri.go.id/respons-informasi-cadangan-nikel-ri-

menipis-wapres-pastikan-pemerintah-lakukan-penelitian-menyeluruh/.

111



LAMPIRAN

Lampiran |
Pasal 103 dan 102 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

ml T L) -1 U3 i = )
Pasal 102

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral
dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui:

a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas
tambang Mineral logam;

b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral
bukan logam; dan/atau

c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara.

(3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan
Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi batasan
minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan
mempertimbangkan antara lain:

a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau
b. kebutuhan pasar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum
Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

77. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 103

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi  Mineral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau
Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam
negeri.
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Lampiran 11

( Pasal 16, 17, 46 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi

Produksi wajib melakukan Peningkatan Nilai Tambah

Mineral dan Batubara.

Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas
tambang Mineral logam;

b. pengolahan untuk komoditas tambang Batubara;
pengolahan untuk komoditas tambang Mineral
bukan logam; atau

d. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

Kegiatan pengolahan Batubara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain:

a. peningkatan mutu Batubara (coal upgrading);

pembuatan briket Batubara (coal briguetting);

pembuatan kokas (cokes making);

pencairan Batubara (coal liguefaction);

o po g

gasifikasi Batubara (coal gasification) termasuk

underground coal gasification; dan

f. coal slurry/coal water mixture.

Pemegang [UP Operasi Produksi dan IUPK Operasi

Produksi dalam melakukan kegiatan Peningkatan Nilai

Tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melakukan kerja sama dengan pemegang:

a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian; atau

b. IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

lainnya vang membangun fasilitas Pengolahan

dan/atau Pemurnian.
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(1)

(2)

Pasal 17
Pemegang IUP Operasi Produksi, [UPK Operasi Produksi,
dan [UP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian Mineral logam, Mineral bukan
logam, atau batuan sebelum melakukan kegiatan
penjualan ke luar negeri wajib teriebih dahulu
melakukan Peningkatan Nilai Tambah melalui kegiatan

Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai batasan

~16-

minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran [II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Jenis komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan
logam, atau batuan yang belum tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran [II hanya dapat
dijual ke Iluar negeri setelah batasan minimum

Pengolahan dan/atau Pemurniannya ditetapkan oleh

Menteri.
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2,

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 46

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan
Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian
(washed bauxite) dengan kadar Al203 > 42% (lebih
dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke
luar negeri dalam jumlah tertentu dengan
menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan paling lama sampai dengan tanggal 10
Juni 2023,

Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian
(washed bauxite) dengan kadar Al:O3 > 42% (lebih
dari atau sama dengan empat puluh dua persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:

a. telah atau sedang membangun (fasilitas

Pemurnian; dan

-6-

b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Lampiran 111

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing The
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Perdagangan Dunia)

PRLSIDEN
RLPUBLIK INDOMESIA

- B -

GATT juga merupakan forum untuk mengajukan .kchcrul'un (_Irltl_l suatu mg:rr‘u y::g
merasa dimgikan atau mendapat perlakuan yang tidak adil dari nc'garal p(cj:.. 'a y'k'i
lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah.-masalah yang timbul dise! Zsm a
cecara bilateral antara négara-ncgara yang terlibat dalam persengketaan dagang

melalui konsultasi dan konsiliasi, serta hasilnya dibertahukan kepada GATT.

Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat begalaq ba}k, GATT
mengatur ketentuan mengenai pengikatan tarif bea. masuk (tan‘ff binding) yang
diberlakukan negara-ncgara peserta. Di samping itu, GATT juga menetapke'm
ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan be.rdasarkan prinsip
persaingan yang jujur, dan menolak beberapa praktek seperti dumping dan pemberian
subsidi terhadap produk ekspor.

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam GATT tidak melarang tindakan proteksi terhadap

industri domestik, tetapi proteksi demikian hanya boleh dilakukan n melalui | pmtg@
tarif dan bukan melalui tindakan Seperii Iarangan impor atau kuota impor.
s — 1L

GATT melarang pembatasan perdagangan yang bersifat kuantitatif, seperti misalnya
. ’—_“\F\N.

penerapan kuota impor maupun ekspor. S )
Meskipun demikian, pengecualian atas larangan tersebut dimungkinkan sepanjang '
pembatasan tersebut merupakan tindakan pengamanan guna mengatasi antara lain
kesulitan neraca pembayaran Dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut hanya
dapat berlangsung dalam waktu yang terbatas, dan secara progresif harus dikurangi
‘fnau dihapuskan setelah teratasinya kesulitan dalam neraca pembayaran. o

-~

4

~

GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari
statu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan
dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam
tahap pertumbuhan, GATT mengijinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak
mberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama
Jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang
bers_angkman tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk ir}lpor
sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri.

E:ﬁelompo‘kan sejlxmlal.l negara dalam kerjasama regional guma menghapuskan
b g::nmnkgz.;agang;g:‘ dl' antara mereka juga, Elipcrbolchkan. sepanjang masih sesuai
elempal rc-E:ml d'll‘. Ketentuan  GA'I'T .mcnycbmknn bahwa  keberadaan
mgnmvmgamb:la rln kql)erlx)le.hkun wuuk_mcmngkmkm\ perdagangan di antara
it il -xm elompok lcr.schm, sejauh hal itu tidak menimbulkan hambatan

gamgan bagi negara-negara di luar kelompok regional tersebut,

Dengan...
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mpiran IV

(Aturan General Agreement On Tarif and Trade 1994)

melalui kuota, izin impor atau ekspor atau tindakan lainnya, harus dilakukan atau dipertahankan oleh siapa pun

Pasal XI*

Penghapusan Umum Pembatasan Kuantitatif
—

1./ i
S Tuda'k ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau pungutan lainnya, baik yang diberlakukan

pihak dalam kontrak atas impor produk apa pun ke wilayah pihak lain dalam kontrak atau di

ckspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan ke wilayah pihak lain dalam kontrak. 3
2. i oo
( / Ketentuan ayat 1 Pasal ini tidak mencakup hal-hal berikut: . 73 " e
;13 S
{ A. 2
o Larangan atau pembatasan ekspor untuk sementara diterapkan untuk mencegah atau meringankan kondisi kritts
kekurangan bahan makanan atau produk lain yang penting bagi pihak pengekspor;
A = - -
L)~ i "
& . /, Larangan atau pembatasan impor dan ekspor yang diperlukan untuk penerapan standar atau
peraturan mengenai pengklasifikasian, pemeringkatan atau pemasaran suatu komoditi di tingkat internasional
berdagang:
C.
2 Pemb: i I i i
‘ atasan impor produk pertanian atau perikanan apa pun, yang diimpor dalam bentuk apa pun,*
diperlukan untuk penegakan tindakan pemerintah yang beroperasi:
untuk membatasi jumlah produk dalam negeri serupa yang diizinkan untuk dipasarkan atau
diproduksl, atau, Jika tidak ada produksi dalam negeri yang substansial untuk produk serupa, dari
produk dalam negeri yang dapat langsung disubstitusi dengan produk impor, atau
il
untuk menghilangkan surplus sementara darl produk dalam negerl serupa, atau, jika tidak ada
produksi dalam negeri yang substansial atas produk sejenis, produk dalam negeri untuk
dimana produk impor dapat langsung disubstitusi dengan menghasilkan surplus
” = = s
Pasal XII* - '--, CriTIN ~
Pombatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran Lbeod =
LAkl dthoillioa i el SR e,
1, v dar tuan ayat 1 Pasal X1, setiap pihak dalam kontrak, untuk s
menjaga posisi keuangan ekstomal dan neraca § dapat ) siau gl
k dilmpor, dengan tunduk pada ketentuan ayat-ayat berlkut darl Pasal inl.

barang dagangan diperbolehkan untul

atau oleh salah satu pihak dalam kontrak berdasarkan in

2. (a) impor

Astikel tidak boleh melebihi yang diperlukan:
ol untuk mencegah ancaman yang akan terjadi, atau untuk menghentikan, penurunan moneter yang serius
——
e

cadangan, atau
—

i dalam hal pihak yang mengadakan kontrak dengan caang sangat rendah, untuk mencapal a

tingkat peningkatan cadangan yang wajar.

tian harus ik faktor-faktor khusus yang P
termasuk, jka terdapat Kkredit eksternal khusus atau sumber daya lainnya

Dalam kedua hal tersebut,

pihak yang kontrak atau akan
tersedia untuk itu, han untuk y kan p yang tepat atas kredit atau sumber daya tersebut,
(B) Pihak-pihak yang kan p kan sub-ayat (a) ayat ini harus
secara bertahap rilekskan otot-otot tersebut seiring dengan membaiknya kondisi tersebut, dan pertahankan otot-otot tersebut hanya sebatas yang diperiukan
kondisi yang di dalam sub t itu masih kan p Mereka akan menghilangkan pembatasan tersebut
b kan pendirian atau p b kan sub-paragraf tersebut.

ketika kondisi tidak lagi
rhatikan hal tersebut

3. (A) k berjanji, dalam menjalankan kebijakan dalam negerinya, untuk mempe
neraca p yaran yang sehat dan langgeng

periunya memelihara atau memulihkan
dasar dan keinginan untuk menghindari penggunaan sumber daya produktif yang tidak ekonomis. Mereka
perlul dak dakan yang

Pihak-pihak yang terikat kontra

menyadari bahwa, untuk mencapal tujuan-tujuan ini, sejauh
et Eaal

ruas daripada gt perdag:

Pasal ini dapat menentukan timbulnya

(B) Pihak-pihak yang pkan p
pembatasan impor produk atau kelas produk yang berbeda sedemikian rupa untuk memberikan prioritas

impor produk-produk yang lebih penting.

kan Pasal ini

(C) Pihak-pihak yang P

117



Lampiran V

Data-Data

Perkembangan Ekspor Nikel

26,000
20,000
15,000
10,000

5,000

® Nikel dan Hasil Olal [HS 2604] (US# Juta) Ferro-Nikel [72026000] (US:
Total

Tahun pertama larangan diberlakukan, nilai ekspor  tujuh kali lipat). Sinter oksida merupakan produk

PERSENTASE KEMISKINAN TURUN
DI WILAYAH PENGHASIL NIKEL

SUMBER: 8PS
W Data tahun 2015 W Data tahun 2023

15.23% 16.09%

Morowali, Halmahera Tengah, Konawe, o
Sulawesi Tengah Maluku Utara Sulawesi Tenggara '
r 7

| Motro Siang |
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI
Nama Lengkap
Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Alamat

Nomor Tlp

Email

- Ika Wulandari

: Blitar, 27 Juli 2001

- Perempuan

. Islam

: Dsn Dringo 07/03, Ds.
Ngeni, Kec Wonotirto, Kab.
Blitar

: 085755150349

. Ikaw7573@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No. Nama Sekolah/Perguruan Jurusan Tahun
Tinggi
1. UIN Maulana Malik Ibrahim Hukum Ekonomi | 2020 — 2024
Malang Syariah (HES)
2. SMA Negeri 1 Sutojayan IImu Pengetahuan | 2017 - 2020
Sosial (IPS)

3. SMP Negeri 2 Wonotirto - 2014 - 2017
4. SD Negeri 05 Ngeni - 2008 - 2014
PENDIDIKAN NONFORMAL

No. Nama Instansi Tahun
1. Pondok Pesantren Al-Barokah Malang 2021 - 2023
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PRESTASI

No. Kegiatan Tahun
1. | Juara 2 Lomba Debat Hukum Online yang 2021
diselenggarakan olen UIN Walisongo
Semarang
2. Juara 1 Debat Nasional yang 2022
diselenggarakan oleh IAIN Madura
PENGALAMAN ORGANISASI
No. Jabatan Tahun
1. Pengurus Divisi Srikandi LSO Forum Kajian Ekonomi 2021
Syariah (ForKES) HMPS HES
2. | Pengurus Eksternal KOPRI PMII Rayon Radikal Al-Faruq 2021 —
Fakultas Syariah 2023
3. Pengurus Divisi Riset Law Debat Community (LADEC) 2021
Fakultas Syariah
4. Pengurus Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa 2021
Intelektual (FKD Mantek) UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
5. | Ketua Divisi Pendanaan Law Debat Community (LADEC) 2022
Fakultas Syariah
6. Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA-F) 2022
7. Sekretaris Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa 2023
Intelektual (FKD Mantek) UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
8. | Anggota Kementerian Riset, Aksi dan Propaganda Dewan 2023
Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)
9. Pengurus Biro Internal KOPRI Komisariat Sunan Ampel 2024

Malang
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